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ABSTRAK

Muhammad Khairul Huda, 2020, SKRIPSI. Judul: “Analisis Program Inklusi
Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi”
Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M. Si.
Kata Kunci : Inklusi Kesadaran Pajak, Capaian Pembelajaran, Metode
Pembelajaran, Persepsi.
. ______________________________________________________________________________________________|]
Dalam rangka peningkatan kesadaran pajak masyarakat Indonesia,
Kemenku melalui DJP bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti
menyusun program inklusi kesadaran pajak. Program ini berupa memasukkan
muatan kesadaran pajak ke dalam kurikulum, sehingga peserta didik akan
menerima materi kesadaran pajak, dan tahun 2045 diharapkan kesadaran pajak
masyarakat akan meingkat dan penerimaan perpajakan dapat mencapai target.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan program inklusi
kesadaran pajak dan bagaimana program ini bisa meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dilaksanakan di Universitas
Islam Malang (Unisma), SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4
Malang yang memberikan persepsi tentang program inklusi kesadaran pajak.
Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak yang terlibat langsung
dengan program inklusi kesadaran pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unisma dalam pelaksanaan program
ini dimulai dengan MKWU vyaitu Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa
Indonesia. Setiap MKWU memiliki capaian pembelajaran terkait muatan pajak
yang harus dikuasai pendidik serta peserta didik yang diajarkan melalui pendekatan
saintifik, sehingga mereka akan paham terkait perpajakan di Indonesia kemudian
patuh terhadap peraturan perpajakan. Selain itu menurut persepsi guru pengampu
ilmu sosial di sekolah, tidak ada kendala untuk program ini, dan berpeluang bisa
terlaksana karena dalam kurikulum sudah ada beberapa materi yang menyinggung
tentang kesadaran perpajakan.
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ABSTRACT

Muhammad Khairul Huda, 2020, Undergraduate Thesis. Title: “Analysis of Tax
Awareness Inclusion Programs in Schools and Colleges”
Advisor : Sri Andriani, S.E., M. Si.
Keywords : Tax Awareness Inclusion, Learning Outcomes, Learnings
Methods, Perception .
. ______________________________________________________________________________________________|]
In order to increase tax awareness of the Indonesian public, the Ministry of
Finance through the DJP collaborates with the Ministry of Education and Culture
and the Ministry of Research, Technology and Higher Education to prepare a tax
inclusion program. This program is in the form of incorporating tax awareness
content into the curriculum, so that students will receive tax awareness material,
and by 2045 it is expected that public tax awareness will increase and tax revenue
can reach the target. This study aims to determine the planning process for tax
awareness inclusion programs and how this program can improve taxpayer
compliance.

This type of research is descriptive qualitative. Held at the Islamic
University of Malang, SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, and SMAN 4
Malang which provide a perception about the tax inclusion program. The data
collection technique is in the form of interviews with parties directly involved with
the tax inclusion program.

The results showed that Unisma in implementing this program started with
MKWU, namely Citizenship Education and Indonesian Language. Each MKWU
has learning outcomes related to tax content that must be mastered by educators
and students who are taught through a scientific approach, so that they will
understand taxation in Indonesia and then comply with tax regulations. In addition,
according to the perceptions of social science teachers in schools, there are no
obstacles to this program, and the opportunity to be implemented is because in the
curriculum there are several materials that pertain to tax awareness.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun
2019, pajak menjadi penerimaan negara yang mencapai lebih dari 80% dari total
pendapatan. Pada tahun tersebut, target pendapatan sebesar 2.165,1 Triliun. Berasal
dari penerimaan pajak sebesar 1.786,4 T atau 82,5% dari total pendapatan. Terdiri
dari 1.577,6 T penerimaan pajak dan 208,8 T kepabeanan dan cukai. Sedangkan
sisanya berupa penerimaan bukan pajak sebesar 378,3 T dan hibah sebesar 0,4 T.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memiliki kontribusi yang
sangat penting. Uang pajak digunakan dalam pembiayaan belanja Pemerintah Pusat
mulai dari bidang infrastrutur, Pendidikan, hingga sosial dan kesehatan. Berikut
merupakan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di tahun 2019:

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019
(dalam triliun rupiah)

No Belanjapzigtermtah AéF(;Iil)\l Realisasi | %ocapaian

1 | Belanja Pegawai 381.56 | 375.84 98.5

2 | Belanja Barang 345.23 | 333.98 96.74

3 | Belanja Modal 189.34 | 180.92 95.55

4 | Pembayaran Bunga Utang | 275.89 | 275.54 99.88

5 | Subsidi 224.32 | 201.83 89.98

6 | Belanja Hibah 1.94 6.47 333.53

7 | Belanja Bantuan Sosial 102.06 | 113.08 110.8

8 | Belanja Lain-lain 114 11.25 9.87
TOTAL 1,634.3 | 1,498.91 91.71

Sumber : APBN Kita Januari 2020



Table 1.2

Rincian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2019

No Bidang Target Realisasi
Infrastruktur
A KemenPUPR
1 | pembangunan jalan baru 480.1 km 350.6 km
2 | pembangunan jembatan 18,581.0 m 15,7214 m
3 | pembangunan jalan tol 21.3 km 18.8 km
Kemenhub
4 | pembangunan bandara 5 4
5 | rel kereta api 501.5 km'sp 320.3 km'sp
Pendidikan
e Kemendibud
1 | Program Indonesia Pintar 17.9 juta siswa 18.4 juta siswa
2 | sertifikasi guru 40 ribu orang 40 ribu orang
3 | pendidikan kecakapan kerja 80 ribu orang 80 ribu orang
Kemenag
4 | Program Indonesia Pintar 2.20 juta siswa 2.17 juta siswa
5 | Bantuan Operasional Sekolah 8.93 juta siswa 8.70 juta siswa
6 | Beasiswa Bidikmisi ey 20 g
mahasiswa mahasiswa
Kemenristek
7 EE??;EWEI SRR 431 ribu mahasiswa | 411 ribu mahasiswa
8 | Beasiswa ADIK 7,148 mahasiswa | 5,931 mahasiswa
Kesehatan
= Kemenkes
1 | Peserta Penerima PBI-JKN 96,8 juta jiwa 96 juta jiwa
Penyediaan obat dan
2 | perbekalan kesehatan 23 paket 16 paket
3 | penugasan tenaga kesehatan 4,450 orang 4,464 orang
Perlindungan Sosial
D
Kemensos
1 | Penyaluran PKH 10 juta KPM 9.8 juta KPM
2 | Bantuan pangan non tunai 15.6 juta KPM 15.3 juta KPM

Sumber : APBN Kita Januari 2020




Untuk setiap 1 juta pajak yang dibayarkan, berikut adalah rincian
penggunaan uang pajak tersebut oleh negara:

Tabel 1.3
Alokasi penggunaan 1 juta uang pajak

No Penggunaan Jumlah
1 | Dana Desa 28,704
2 | Pelayanan Umum 170,640
3 | Kesehatan 29,704
4 | Pendidikan 68,888
5 | Transfer ke Daerah 339,928
6 | Pertahanan 51,824
7 | Ekonomi 149,152
8 | Perumahan dan Fasilitas Umum 14,536
9 | Ketertiban dan Keamanan 58,144
10 | Pariwisata dan Lingkungan Hidup 8,216
11 | Keagamaan 4,424
12 | Perlindungan Sosial 75,840
Total 1,000,000

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Namun, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target, bahkan turun
dari tahun sebelumnuya (2018). Pada tahun 2018, realisasi perpajakan tercapai
sebesar 93,6% terhadap APBN. Sedangkan di tahun 2019 turun sebesar 86,5%
meskipun jumlah penerimaannya naik. Berikut merupakan tabel anggaran dan
realisasi APBN 3 tahun terakhir, dan realisasi penerimaan pajak tahun 2019.



Anggaran dan Realisasi APBN 2017-2019

Tabel 1.4

(dalam triliun rupiah)

2017 2018 2019

URAIAN APBN | Realisasi Z()Ptlgﬁl APBN | Realisasi Z()Ptélﬁl APBN | Realisasi Z)Ptélﬁl
Pendapatan

Dalam 1,748.9 | 1,654.7 946 |1,8935| 1,928.1 | 101.8 | 2,164.7 | 1,950.4 90.1
Negeri

Penerimaan

Perpajakan 1,498.8 | 1,3435 | 89.6 | 1,618.1| 1,518.8 93.6 | 1,786.4 | 1,545.3 86.5
Penerimaan

Negara 250.0 311.2 1245 | 2754 409.3 148.6 | 378.3 405.0 107.1
Bukan Pajak

Hibah 1.3 1.6 123.1 1.2 15.6 1,300.5 0.4 6.8 1,560.7

Sumber

: Badan Pusat Statistik (BPS) dan APBN Kita Januari 2020

Data di atas menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan negara, khususnya
penerimaan perpajakan. Pada tahun 2017 penerimaan perpajakan mencapai 89,6%
dari total APBN. Kemudian naik menjadi 93.6% di tahun berikutnya (2018). Turun
kembali pada tahun 2019 menjadi 86,5%. Menurut Direktur Eksekutif Center For
Indonesia Taxation Analysis (CITA) penurunan tersebut terjadi setidaknya
dikarenakan 5 alasan. Pertama kondisi perekonomian global yang berdampak ke
harga komoditas, pelemahan ekonomi global juga berdampak ke sector
perdagangan. Selanjutnya, banyaknya insentif pajak yang diberikan pemerintah
seperti tax holiday, tax allowance, kenaikan PTKP, kenaikan threshold hunian
mewah, dan restitusi dipercepat. Keempat adalah pemanfaatan data dan informasi
yang belum optimal, dan terakhir akibat tahun politik. Angka tersebut merupakan
jumlah keseluruhan penerimaan perpajakan, baik Pajak Penghasilan, PPN, Pajak
Orang Pribadi, maupun badan. Berikut merupakan rincian penerimaan pajak pada
tahun 2019:




Tabel 1.5
Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama
(dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak Realisasi 2019 | A% *18-19 | % target 2019
PPh Pasal 21 148.63 10.70% 101.97%
PPh Pasal 22 18.94 5.19% 83.40%
PPh Pasal 25/29 267.97 1.72% 83.10%
- orang pribadi 11.23 19.38% 102.80%
- badan 256.74 1.07% 82.41%
PPh Final 124.54 7.86% 90.36%
PPN Dalam Negeri 346.31 3.71% 84.33%
Pajak atas Impor 229.64 -6.36% 77.13%
- PPh 22 Impor 53.66 -1.94% 78.61%
- PPN Impor 171.25 -8.13% 76.69%
- PPnBM Impor 4.37 15.04% 76.65%

Sumber : APBN Kita Januari 2020

Menurut data di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa jenis pajak di
Indoneisa pajak penghasilan (PPh) memiliki proporsi besar yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Molle,
dkk, (2014) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan antara lain
kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga diteliti
oleh Yusuf (2017) yang menyimpulkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif
terhadap penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan. Kemudian penelitian
Desideria (2019) juga menunjukkan hasil kepatuhan wajib pajak, pengampunan
pajak, serta pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan
pajak badan. Sehingga, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah
satu faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Rahayu (2010:137-138)
kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang
punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab
menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat
waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Berdasarkan data dari
Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018, kepatuhan formal wajib pajak



dilihat dari pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh baik
Orang Pribadi (karyawan dan non karyawan) maupun Badan. Berikut adalah

realisasi penyampaian SPT tahunan pada tahun 2018:

Tabel 1.6
Capaian persentase rasio kepatuhan formal WP Badan dan OP Non
Karyawan
. WP Wajib Target Rasio Realisasi Capaian
unit SPT Realisasi
Kerja Tahunan Jumlah % SPT % SPT %
Nasional | 3.904.165 | 2.537.708 | 65% | 2.705.541 | 69,30% | 167.834 | 106,61%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2018

Laporan tersebut menunjukkan rasio realisasi penyampaian SPT oleh WP masih
rendah, yakni 69.30%. Pada laporan tersebut juga dijelaskan beberapa hal yang
menyebabkan rendahnya rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada 2018
antara lain struktur WP terdaftar didominasi WP OP Karyawan, banyak WP OP
terdaftar sebenarnya tidak memuhi kewajiban objektif (di bawah PTKP), serta
kesadaran WP yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Penelitian Mertha (2019) menunjukkan kesadaran generasi muda Indonesia masih
rendah, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pengertian pajak, dan masih
beranggapan segala sesuatu harus berdampak secara langsung saat ini juga.
Penelitian Anggraeni (2019) menunjukkan faktor penyebab kurangnya kesadaran
pajak dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang akan pajak, kurang kepercayaan
terhadap DJP, sulitnya proses pelaporan, serta ketidaktaatan masyarakat terhadap
UU perpajakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan dari rendahnya
tingkat rasio pajak Indonesia. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara
terhadap PDB (rasio pajak) Indonesia pada 2018 hanya 14,6%, termasuk rendah
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang bisa mencapai
27,8%. Selain itu, berdasarkan laporan Bank Dunia “Public Expenditure Review:
Spending For Better Results”, rasio pajak Indonesia tercatat 10,2%, sekaligus
menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang lainnya

(news.ddtc.com). beberapa penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia, adalah



tingginya kontribusi pertanian, sector informa yang relative besar, penghindaran
pajak, serta basis pemajakan yang rendah, yang mana menunjukkan tingkat
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dipengerahui salah satunya oleh
kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana
wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan
kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka
pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami
serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang
tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018). Pemahaman akan arti dan
manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak yang
cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Tanpa adanya
pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas
membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal
yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya
pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakan (Ariyanto, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melakukan
upaya untuk menambah pengetahuan peserta didik di instansi pendidikan baik yang
berfokus pada pendidikan ekonomi maupun yang bukan, karena merupakan
potential taxpayers dan nantinya menjadi real taxpayers melalui program inklusi
kesadaran pajak.

Selain itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dilakukan
dengan beberapa cara. Penelitian Susilo (2018), menunjukkan hasil bahwa pada
saat WP berpendapat pemerintah telah secara akuntabel membelanjakan
penerimaan pajak kepatuhan WP di Indonesia meningkat. Selain itu, upaya DJP
dalam mencegah kecurangan WP dan kepuasan WP juga berpengaruh terhadap
kepatuhan WP. Adapun penelitian Osvaldo (2018) menunjukkan hasil penerapan
sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian
Satriani (2017) dua strategi KPP Pratama Makassar Utara dalam meingkatkan



kepatuhan pajak yakni tax morale dan penegakan hukum. Pembangunan moral WP
dilakukan melalui edukasi kepada WP dan masyarakat.

Menurut penelitian Kusuma (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh
positif terhadap pengetahuan perpajakan, yang kemudian pengetahuan tersebut juga
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Andyastuti, dkk
(2013) menunjukkan penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan sanksi pajak baik
secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian Subandi (2018) juga mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak,
pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak Bendahara Desa.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (2019) melalui laman indopremier
menjelaskan empat strategi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan WP.
Pertama memperbaiki pelayanan kantor pajak. Kedua meningkatkan jumlah tenaga
pemeriksa di DJP untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Ketiga
internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan
integritas pegawai pajak. Keempat, sosialisasi maupun edukasi secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak bersama Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi bersama-sama
menyusun program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak. Tertuang dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, Keputusan Sekretaris Jenderal selaku
Ketua TIM Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
nomor KEP-33/SJ/2015, serta keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-
95/PJ/2015. Adapun tindak lanjut dari landasan formal tersebut telah
ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemendikbud nomor
MoU-21/MK.03/2014 dan nomor 13/X/NK/2014. Serta antara Kemenkeu dan
Kemenristek nomor MoU-4/MK.03/2016 dan nomor 7/M/NK/2016 tentang
peningkatan kesadaran perpajakan melalui pendidikan sekolah dasar dan
menengah, serta pembelajaran dan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang
selanjutnya program ini disebut Inklusi Kesadaran Pajak.



Managing Partner DDTC Darussalam (2019), ada tujuh faktor yang
menjadi alasan pentingnya diadakan program inklusi pajak. Pertama ialah tingkat
kepatuhan pajak masih rendah, kedua program ini relevan dalam sistem self-
assesment. Kemudian ketiga inklusi pajak sebagai langkah antisipatif dalam rangka
menyambut bonus demografi. Keempat, inklusi pajak bisa jadi solusi jangka
panjang dalam menjamin kepatuhan pajak pekerja di sektor nonstandard yang mulai
marak. Selanjutnya edukasi pajak merupakan salah satu dari empat elemen dasar
jaminan sistem pajak yang ideal dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Keenam,
inklusi pajak menstimulus ketertarikan generasi muda Indonesia untuk menjadi
sumber daya manusia unggul di bidang pajak. Terkhir, inklusi pajak menjadi bagian
tak terpisahkan dari momentum reformasi pajak 2017-2020.

Berdasarkan paparan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat DJP melalui Sharing Session Inklusi program inklusi pajak juga
didasari oleh aspek eksternal, yakni pemanfaatan bonus demografi yang akan
dihadapi oleh Indonesiea pada 2010-2045. Selain itu, melalui pendidikan di
sekolah, peserta didik mengetahui pengalaman sejarah perjuangan bangsa.
Kemudian besarnya potensi peserta didik dan tenaga pendidik serta penanaman
karakter cinta tanah air dan bela negara. Direktur Pembelajaran Kemenristek
memaparkan melalui Sharing Session Inklusi, Indonesia memiliki kurang lebih
4.400 Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta. Jumlah mahasiswa mencapai 7 juta
orang, dosen 250 ribu orang, yang semua merupakan potential taxpayers yang kelak
menjadi real taxpayers.

Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak pada edukasi.pajak.go.id
Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan
kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran
perpajakan peserta didik, guru, dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi
kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan. Tujuan jangka
panjang program ini adalah terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran dan
ketaatan pajak di alam bawah sadar mereka. Sehingga harus ditanamkan sejak dini
mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK),
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama dan Atas (SMP dan SMA) sampai
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Perguruan Tinggi secara serentak dan berkesinambungan dengan kurikulum yang
berjenjang.

Beberapa program inisiatif DJP dalam rangkaian edukasi kesadaran pajak
selain integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar ialah di bidang penelitian
dan pengembangan dengan membentuk sistem informasi riset. Membentuk tim
Relawan Pajak di tingkat kesiswaan/kemahasiswaan, pengembangan microsite
edukasi.pajak.go.id serta membangun kerjasama dan regulasi terkait program
inklusi kesadaran pajak. Adapun capaian program sampai Saat ini diantaranya
terbitnya surat edaran tentang himbauan penggunaan buku Mata Kuliah Wajib
Umum (MKWU) di lingkungan Perguruan Tinggi. Surat edaran Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penerapan dan pengutamaan edukasi
kesadaran pajak pada Pendidikan Tinggi, pengembangan microsite
edukasi.pajak.go.id, seminar nasional edukasi kesadaran pajak, serta kick off
program inklusi.

Perguruan Tinggi di Indonesia yang gencar menyukseskan inklusi
kesadaran pajak salah satunya adalah Universitas Gunadarma. Sejak tahun 2016
Tax Center UG telah melaksanakan even Tax Goes to Campus Bersama DJP
Kanwil Jabar Il1. Selain itu, jumlah Relawan Pajak dari kampus ini terus bertambah
setiap tahun hingga mencapai 330 mahasiswa pada 2019. Berdasarkan prariset yang
dilakukan peneliti, di Kota Malang Perguruan Tinggi yang sudah menjalankan
kurikulum berbasis kesadaran pajak ialah Universitas Islam Malang. Hal tersebut
belum dilakukan oleh kampus lainnya. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
sederajat di Kota Malang, materi pengetahuan pajak sudah menjadi bahan ajar
khususnya pada siswa kelas XI. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP) dan Sekolah Dasar (SD) belum ada muatan pengetahuan perpajakan sampai
pada tahun ajaran 2020. Padahal, seluruh instansi pendidikan dari SD, SMP, SMA,
dan Perguruan Tinggi termasuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang merupakan sasaran dari program inklusi kesadaran pajak, dan harus
menjalankan program ini karena adanya nota kesepahaman kerjasama antara
Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta

Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu peneliti
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tertarik untuk menyusun skripsi tentang bagaimana program inklusi kesdaran pajak

ini bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan judul

“ANALISIS PROGRAM INKLUSI KESADARAN PAJAK DI SEKOLAH

DAN PERGURUAN TINGGI”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses perencanaan program inklusi kesadaran pajak di

Perguruan Tinggi dan sekolah sehingga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan

Wajib Pajak di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan
tercapai. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana instansi pendidikan baik sekolah
dan perguruan tinggi menyusun program inklusi kesadaran pajak, bukan
mengukur tingkat kesuksesan program tersebut

2. Penelitian dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi yang sudah melaksanakan
program inklusi kesadaran pajak dalam proses pembelajaran, atau yang belum
melaksanakan program tersebut tetapi terdapat muatan pengetahuan pajak
dalam pembelajarannya, dalam hal ini intansi tersebut akan memberikan
persepsi terhadap program inklusi kesadaran pajak

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan
program inklusi kesadaran pajak di Perguruan Tinggi serta persepsi tentang
program tersebut di sekolah.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu
pengetahuan. Secara teoritis penelitian ini akan menambah wawasan bagi
masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus terkait program

pemerintah inklusi kesadaran pajak yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai
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tahun 2060 mendatang di seluruh instansi pendidikan mulai dari sekolah dasar
hingga perguruan tinggi di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian bagi program yang
diteliti. Dalam hal ini, Peneliti akan memahami proses penyelenggaraan inklusi
kesadaran pajak di tingkat sekolah juga perguruan tinggi. Hasil penelitian akan
bermanfaat bagi instansi pendidikan juga pemerintah untuk mengetahui proses,
kendala, serta peluang program inklusi kesadaran pajak, dengan begitu instansi
pendidikan bisa mempersiapkan pelaksanaan programi ini, serta program bisa
segera dievaluasi dan dibenahi.



BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun,

Variabel dan

Metode/Analisis

Hasil Penelitian

Generasi Muda
(Mahasiswa)
Yogyakarta dan
Surabaya

1) menelusuri
konsep dan urgensi
serta manfaat pajak
dalam kehidupan,

No Judul Penelitian el c1tg glau Data
Fokus Penelitian
1 | Vira Anggraeni, Tingkat Analisis Gerakan Indonesia Sadar
Septian Bayu keberhasilan, kualitatif metode Pajak tahun 2018 sudah
Kristanto, 2019, tujuan yang deskriptif berhasil karena memiliki
Evaluasi dicapai, dan faktor tingkat keberhasilan di atas
Keberhasilan penyebab 50%
Gerakan Indonesia | kurangnya .
Sadar Pajak Tahun | kesadaran ;ruj Han .selama 20t1.8 b(lelum
2018 masyarakat akan N o on (l)ma ’
pajak karena terdapat 47%
responden menyataan
kedua tujuan belum
tercapai
Faktor penyebab
kurangnya kesadaran pajak
sangat dipengaruhi oleh
pemahaman yang kurang
akan pajak, kurangnya
kepercayaan masyarakat
kepada DJP, pajak belum
menjadi budaya, sulitnya
melakukan pelaporan, serta
ketidaktaatan masyarakat
terhadap UU perpajakan.
2 | I Made Laut Kesadaran pajak Jenis penelitian Generasi muda
Mertha Jaya, diukur dengan kualitatif teknik (mahasiswa) di D.I
2019, Realita hasil diskusi empat | focused group Yogyakarta dan Surabaya
Kesadaran Pajak butir pertanyaan, discussion masih banyak yang kurang
di Kalangan yaitu: menyadari betapa penting

peran pajak dalam
pembangunan Indonesia
yang harus terus
berlangsung

12
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No

Nama, Tahun,
Judul Penelitian

Variabel dan
Indikator atau
Fokus Penelitian

Metode/
Analisis Data

Hasil Penelitian

2) membangun
argumen tentang
dinamika dan
tantangan tentang
pajak, 3) alasan
mengapa ada
kewajiban
perpajakan, 4)
menggali
informasi tentang
pengelolaan dana
pajak oleh negara

Faktor penyebabnya antara
lain: 1) ketidaktahuan
tentang apa yang dimaksud
pajak, 2) kecurigaan yang
timbul terhadap
penyelewengan pemungut
pajak, 3) anggapan pajak
itu memberatkan sehingga
dihindari

2018, Dapatkan
Kebijakan
Pemerintah
Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib

Pajak di Indonesia?

akuntabilitas
pemerintah dalam
membelanjakan
penerimaan pajak
dan perbaikan
administrasi
terhadap
kepatuhan Wajib
Pajak

3 Elvina Desidera, Pengaruh Kuantitatif - Pengampunan pajak,
Ngadiman, 2019, pengampunan pemeriksaan pajak, dan
Faktor-faktor yang | pajak, tingkat kepatuhan wajib
Mempengaruhi pemeriksaan pajak secara simultan
Penerimaan Pajak | pajak, dan tingkat berpengaruh positif
dari Wajib Pajak kepatuhan wajib . .
Badan tahun 2016- | pajak Badan terhadap Py maan Pajak

- Pengampunan pajak dan
2017 terhadap e . b
penerimaan pajak Ingkat kepatuhan wayl
periode 2016- pajak _berpenge}ruh terhadap
2017 penerimaan pajak
- Pemeriksaan pajak tidak
berpengaruh terhadap
penerimaan pajak
4 | Sigit Susilo Broto, Pengaruh | kuantitatif - Wajib Pajak yang

berpendapat pemerintah
telah secara akuntabel
membelanjakan penerimaan
pajak untuk peningkatan
taraf hidup masyarakat dan
pembangunan akan
meningkatkan kepatuhan
wajib pajak

Upaya DJP dalam
mencegah kecurangan wajib
pajak dan kepuasan wajib
pajak berpengaruh
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No

Nama, Tahun,
Judul Penelitian

Variabel dan
Indikator atau
Fokus Penelitian

Metode/Analisis
Data

Hasil Penelitian

signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
Wajib Pajak yang
berpendapat pemerintah
telah secara akuntabel
membelanjakan penerimaan
pajak untuk peningkatan
taraf hidup masyarakat dan
pembangunan akan
meningkatkan kepatuhan
wajib pajak

Upaya DJP dalam
mencegah kecurangan
wajib pajak dan kepuasan
wajib pajak berpengaruh
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
Perbaikan administrasi
perpajakan yang diukur
dengan variable kualitas
layanan, efisiensi waktu
pelayanan, peningkatan
kualitas SDM perpajakan,
upaya pencegahan
kecurangan, dan
peningkatan teknologi
informasi tidak
berpengaruh signifikan
terhadap peningkatan
kepuasan wajib pajak atas
layanan DJP

Yuliano Osvaldo
Lado, M.
Budiantara, 2018,
Pengaruh
Penerapan sistem
E-Filing Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib
Pajak sebagai
variabel
dependen,
penerapan sistem
E-filing dan
pemahaman
internet sebagai
variabel independen

kuantitatif

Penerapan system E-filing
berpengaruh positif and
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak
Pemahaman internet tidak
memoderasi pengaruh
penerapan sistem E-filing
terhadap WPOP PNS
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Nama, Tahun,

Variabel dan

Metode/Analisis

Hasil Penelitian

No Judul Penelitian Indikator atau Data
Fokus Penelitian

Pegawai Negeri
Sipil dengan
Pemahaman
Internet Sebagai
Variabel
Pemoderasi

6 | Dewi Kusuma Kepatuhan wajib | kuantitatif Secara tidak langsung
Wardani, Erma pajak sebagai sosialisasi perpajakan
Wati, 2018, variabel berpengaruh signifikan
Pengaruh dependen, terhadap kepatuhan wajib
Sosialisasi sosialisasi pajak melalui pengetahuan
Perpajakan perpajakan perpajakan.
Terhadap sebagai variabel
Kepatuhan Wajib | independen, dan
Pajak dengan pengetahuan
Pengetahuan perpajakan
Perpajakan sebagai variabel
Sebagai Variabel intervening
Intervening

7 | Hendi Subandi, Pengetahuan Kuantitatif Terdapat pengaruh positif
Mohamad pajak, pelayanan | survey dan signifikan antara
Irvanuddin Ibnu pajak, dan sanksi pengetahuan pajak,
Fadhil, 2018, pajak pelayanan pajak, dan sanksi
Analisis Faktor- pajak terhadap kepatuhan
faktor yang pajak Bendahara Desa di
Memengaruhi Kota Batu
Kepatuhan Pajak
Bendahara Desa di
Kota Batu

8 | Olivia Jessica Penerimaan pajak | kuantitatif Tingkat kepatuhan WP OP
Yusuf Kasnolani, penghasilan berpengaruh positif
Moh. Didik sebagai variabel terhadap penerimaan pajak

Ardiyanto, 2017,
Pengaruh Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak dan
Pemeriksaan
terhadap
Penerimaan

dependen, tingkat
kepatuhan Wajib
Pajak dan
pemeriksaan
sebagai variable
independen

penghasilan secara
signifikan

Tingkat kepatuhan WP
Badan tidak berpengaruh
terhadap penerimaan pajak
penghasilan

Pemeriksaan WP OP tidak
berpengaruh
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No

Nama, Tahun,
Judul Penelitian

Variabel dan
Indikator atau
Fokus Penelitian

Metode/Analisis
Data

Hasil Penelitian

Pajak Penghasilan

terhadap penerimaan pajak

penghasilan
Pemeriksaan WP OP tidak
berpengaruh terhadap
penerimaan pajak
penghasilan
9 | Satriani, 2017, Dua strategi Kualitatif studi Strategi meningkatkan
Strategi utama dalam kasus kepatuhan wajib ajak di
Meningkatkan meningkatkan KPP Pratama Masssar
Kepatuhan Wajib | kepatuhan wajib Utara dilakukan dengan dua
Pajak di Kantor pajak, tax morale pendekatan yaitu tax
Pelayanan Pajak dan penegakan morale dan penegakan
Pratama Makassar | hokum hukum
Utara Tax morale dilakukan
melalui edukasi kepada
wajib pajak dan masyarakat
secara umum, melalui
penyuluhan, pengawasan,
dan pelaksanaan program-
program.
Penegakan hukum menjadi
langkah terakhir yang
dilakukan otoritas pajak
yang memberikan efek jera
10 | Aurelia Indah Ukuran kepatuhan | Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak dan
Molle, Sifrid S. wajib pajak dan kuantitatif pencairan tunggakan pajak
Pangemanan, pencairan berpengaruh signifikan
Harijanto Sabijono, | tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak
(2014), Analisis terhadap

Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Penerimaan Pajak
Penghasilan Wajib
Pajak Orang
Pribadi

penerimaan pajak
penghasilan orang
pribadi
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No Nam\i;(;l'jhun, I\n/dairllz?gllf g?:u Meto%e/AnaIisis Hasil Penelitian
Penelitian Fokus Penelitian ata

pada KPP
Pratama Manado

11 | Listiana Kepatuhan kuantitatif Penyuluhan, pelayanan,
Andyastuti, penyampaian SPT pemeriksaan, dan sanksi
Topowijono, OP sebagai faktor berpengaruh positif yang
Achmad dependen, signifikan terhadap
Husaini, 2013, penyuluhan, kepatuhan penyampaian
Pengaruh pelayanan, Surat Pemberitahuan
Penyuluhan, pemeriksaan dan (SPT) Tahunan Orang
Pelayanan, sanksi sebagai Pribadi
Pemeriksaan, faktor independen
dan Sanksi
Terhadap
Kepatuhan
Penyampaian
Surat
Pemberitahuan
Tahunan Orang
Pribadi

12 | Dodik Ariyanto, | Pengaruh keadilan, | kuantitatif Gender potentially
Gusti Ayu Putu | budaya, dan become a moderating
Weni Andayani, | kecintaan terhadap variable influencing
| Gusti Ayu uang sebaga relationship between
Made Asri persepsi etis justice, culture, and love
Dwija Putri, terhadap of money and ethical
2020. Influence | penggelapan pajak, perception on tax
of Justice, dengan gender evasion
Culture, and sebagai variable
Love of Money | moderasi
Towards Etichal
Perception on
Tax Evasion
with Gender as
Moderating
Variable

13 | Agus Pengaruh kesadaran | Moderate Tax Payer awareness has
Suriambawa, wajib pajak dan Regression a positive and significant
Putu Ety sanksi pajak Analysis (MRA) effect on individual

Setiawan. 2018.

terhadap kepatuhan

taxpayer compliance
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Tabel 2.1 (lanjutan)
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun, Va_rlabel dan Metode/Analisis Hasil Penelitian

No Judul Indikator atau Data

Penelitian Fokus Penelitian

Sosialisasi wajib pajak orang tax sanctions have a
Perpajakan pribadi dengan positive and significant
Memoderasi sosialisasi effect on individual
Pengaruh perpajakan sebagai taxpayer compliance
Kesadaran variable moderasi tax socialization is

Wajib Pajak dan
Sanksi
Perpajakan Pada
Kepatuhan
WPOP

statistically able to
moderate the influence
of taxpayer awareness
on individual taxpayer
compliance

tax socialization is
statistically able to
moderate the effect of
tax sanction on
individual taxpayer

compliance

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah
topik penelitian yaitu cara dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak
pada Wajib Pajak. Topik dalam penelitian ini adalah inklusi kesadaran pajak yang
diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan penelitian terdahulu
memiliki topik sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Keduanya merupakan
langkah DJP dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat dalam
kewajiban perpajakan. Terdapat juga penelitian tentang kesuksesan inklusi
kesadaran pajak pada tahun 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus
penelitian. Penelitian ini berfokus pada program inklusi kesadaran pajak oleh
pemerintah yang dilaksanakan mulai tahun 2017 lalu. Sedangkan penelitian
terdahulu berfokus pada program dan kebijakan yang lain seperti sosialisasi
perpajakan di kantor pajak, e-filing, penyuluhan serta sanksi pajak, tax morale dan
penegakan hukum. Kemudian perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sama-
sama tentang program gerakan sadar pajak adalah penelitian ini berfokus pada

bagaimana instansi pendidikan menyelanggarakan program inklusi pajak tersebut
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pada lembaganya serta bagaimana nantinya program ini bisa meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian terdahulu berfokus tentang bagaimana
pendapat pribadi responden mengenai program pemerintah ini yang telah berjalan
selama satu tahun, (penelitian dilakukan pada tahun 2018). Responden yang
digunakan juga tentu berbeda, pada penelitian terdahulu responden berasal dari
mahasiswa di universitas peneliti, sedangkan penelitian ini mengambil responden
dari sekolah dan perguruan tinggi yang telah melaksanakan program inklusi
kesadaran pajak. Jenis penelitian terdahulu juga mayoritas menggunakan kuantitatif
karena mengukur pengaruh variable A terhadap variable B, sedangkan penelitian
ini akan menggunakan teknik kualitatif karena membutuhkan penelitian yang
mendalam kepada responden. Hasil penelitian ini bukanlah adanya pengaruh atau
tidak, tetapi bagaimana proses dalam penyusunan program inklusi kesadaran pajak
yang dilakukan oleh masing-masing instansi, termasuk juga kendala, kesulitan,
serta peluang diadakannya program tersebut.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Perpajakan
2.2.1.1 Pengertian dan Jenis Pajak
Definisi pajak menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007
adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Amirudin Idris (2018:66)

adalah:

“luran Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan”

Soeparman Soehamidjaja dalam Amirudin Idris (2018:66)

mengartikan pajak sebagai iurang wajib, berupa uang atau barang, yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hokum, guna menutup biaya
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produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum.

Menurut Prof. S.I. Djajadiningrat dalam Amirudin Idris (2018:67)

pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan

kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut

peraturan-peratuiran yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara

kesejahteraan umum.

Dari  definisi-definisi  tersebut, Amirudin idris  (2018)

menyimpulkan sebagai berikut:

1.

Pajak  dipungut berdasarkan undang-undang serta  aturan
pelaksanaannya

Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran
perpajakan dapat dikenakan sanksi

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukkan adanya kontra

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
Pajak diperuntukkan bagi pengeluiaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment

Menurut golongannya pajak dapat dibagi ke dalam pajak langsung

dan pajak tidak langsung. Pembagian ini ditinjau dari segi ekonomis dan

administratif

1. Pajak langsung

Dari segi ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang dimaksudkan
untuk dipikul sendiri oleh wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan. Dari
segi administratif pajak langsung dikenakan atas surat ketetapan pajak
(kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala (periodik) seperti

tiap-tiap bulan

2. Pajak tidak langsung
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Pajak tidak langsung dari segi ekonomis adalah pajak yang
dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh pembayar kepada pemikkul
(konsumen). Jadi pajak tidak langsung ini dapat dilimbahkan kepada
pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak
penjualan atas barang mewah. Dalam segi administratif pajak ini tidak
dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pemungutannya
tidak dilakukan secara berkala. Pengenaan pajak tidak langsung
biasanya dikaikan dengan tindakan perbuatan atau kejadian, seperti
jual beli barang.
Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi ke dalam
pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat yang berlaku di
Indonesia hingga saat ini antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan
nilai, serta bea materai. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan
pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar
kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak bumi
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan, pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta pajak parkir.
2.2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Farouq (2018:142) fungsi pajak berkembang tidak hanya
dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut mar’ie
Muahammad dalam Farouq (2018:142) fungsi pajak antara lain;
1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi
3. Pajak merupakan alat redistribusi
Pajak sebagai alat atau instrumen penerimaan negara, merupakan
manifestasi fungsi anggaran (budgeter). Sementara pajak sebagai alat
pendorong investasi dan alat redistribusi mengarah pada fungsi mengatur

(reguler)
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2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Pramukti (2018:41) Dsr

1. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada
akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang
sesungguhnya diketahui

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur
oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal
tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak uyang
terutang untuk tahun pajak berjalan

3. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun
besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Official Assessment System
Sistem pemungutan memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak

2. Self Assessment System
Sistem pemungutan memberi wewenang sepenuhnya kepada
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melapor sendiri besaran pajak yang terutang

3. With Holding System
Sistem pemungutan memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)
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untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib
pajak
2.2.1.4 Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain:

a. tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. laporan keuangan diaudit olenh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan huku tetap dalam jangka waktu lima
tahun terakhir

termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat

Pemberitahuan adalah:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan dalam tiga tahun terakhir

b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian  Surat
Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan
November yang terlambat tidak lebih dari tiga Masa Pajak
untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana
dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa
Pajak berikutnya

Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dipengerahui salah satunya oleh

kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi

dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan
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melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi
kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila
seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak
melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang
tersebut masih rendah (Suriambawa & Setiawan, 2018).
Kesadaran diartikan sebagai sebuah perilaku atau sikap terhadap
suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan
untuk bertindak sesuai objek tersebut. Berdasarkan Teori Kesadaran
menurut Jung yang dikutip | Made Laut (2019), kesadaran terdiri dari 3
sistem yang saling berhubungan, yaitu ego, personal unconscious, dan
collective unconscious. Kesadaran juga mempunyai dua komponen pokok,
yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa.
Kesadaran pajak seseorang dapat dilihat dari niat kesungguhan dan
keinginan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang
ditunjukkan dalam pemahaman terhadap fungsi pajak dan kesungguhan
dalam membayar dan melapor pajaknya. Menurut Astana dan Merkusiwati
dikutip oleh I Made Laut (2019) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik
seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya secara
sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman
dan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga semakin baik.
2.2.2 Inklusi Kesadaran Pajak
Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010) pembelajaran tentang kesadaran

pajak di lingkungan pendidikan tinggi dapat diterapkan dengan prinsip berdasar
andragogi yang bercirikan, diantaranya:

a) menekankan prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri);

b) interaktif antara mahasiswa dengna sumber belajar, termasuk dosen;

¢) merupakan satu kesatuan yang utuh dengan proses MKWU (holistik

integratif);
d) menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik);
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e) terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas
(kontekstual);

f) menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik);

g) berpusat pada mahasiswa (kolaboratif);
pendekatan tersebut dapa dikemas ke dalam berbagai model pembelajaran yang
secara psikologis-pedagogis dapat lebih mendorong untuk mengaktifkan
mahasiswa sebagai peserta didik. Sehingga mahasiswa dapat lebih banyak
melakukan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman
dalam berbagai model pembelajaran, terutama tentang kesadaran pajak.

Program edukasi nilai-nilai kesadaran pajak yang disiapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak ini tertuang dalam:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-
2025.

2. Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office)
Nomor KEP-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif
Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku
Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-382/SJ/2015.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019.

Sebagai tindak lanjut dari landasan formal telah dilakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor MoU-
21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran
Perpajakan Melalui Pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi,
telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementereian
Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor
MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama
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antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016
tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran Kesadaran Pajak untuk Pendidikan
Tinggi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, program
Inklusi Kesadaran Pajak memiliki visi dan misi.

1. Visi
Terwujudnya generasi bangsa yang berkarakter cinta tanah dair dan bela
negara, melalui pembelajaran mata kuliah wajib umum yang membentuk
kepribadian peserta didik. Kesadaran pajak akan menjadi warna dalam mata
kuliah yang diajarkan kepada semua mahasiswa maupun mata kuliah
peminatan. Diharapkan generasi mendatang mempunyai perilaku sadar
pajak yang pada akhirnya membentuk budaya masyarakat yang sadar dan
taat dalam menjalankan kewajiban kenegaraan, termasuk melaksanakan
kewajiban perpajakan secara sukarela

2. Misi

Pembelajaran muatan kesadaran pajak dalam mata pelajaran Mata Kuliah

Wajib Umum (MKWU), mempunyai misi sebagai berikut:

a. Mengembangkan kesadaran pajak sebagai bagian potensi akademik
peserta didik (misi psikopedagogis);

b. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam
masyarakat, bangsa, dan negara melalui pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan (misi psikososisal);

c. Membangun budaya sadar pajak sebagai salah satu determinan
kehidupan (misi sosiokultural);

d. Mengkaji dan mengembangkan muatan kesadaran pajak sebagai sistem
pengetahuan terintegrasi (misi akademik)
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Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, capaian kerjasama dengan
Kemendikbud adalah: penentuan capaian kesadaran pajak tingkat pendidikan
dasar dan menengah, mapping muatan kesadaran pajak dengan KI/KD yang
bersesuaian serta penyusunan panduan implementasi. Beberapa buku telah
dihasilkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dan akan digunakan
sebagai bahan pembelajaran bagi siswa dan pengayaan bagi guru dalam
menyampaikan materi kesadaran pajak kepada anak didik. Sedangkan pada
jenjang pendidikan tinggi, capaian kerjasama dengan Direktorat Jenderal
Pembelajaran adalah: integrasi materi kesadaran pajak dalam bahan ajar kuliah
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), yang terdiri dari mata kuliah: Bahasa
Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, Agama Islam, Agama Kristen, Agama
Katolik, Agama Hindu, Agama Budha, dan Agama Konghucu. Buku ini
menjadi bahan ajar MKWU di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Untuk itu
telah dikeluarkan surat edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Kemenristek melalui Surat Edaran Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar
Mata Kuliah Wajib Umum. Materi kesadaran pajak akan disisipkan melalui
mata kuliah pilihan, bahasan di bab/subbab, konteks dalam bab yang
bersesuaian, materi diskusi, topik kajian, serta penugasan/praktek.

Capaian pembelajaran pada MKWU diarahkan pada tercapainya Capaian
Pembelajaran aspek sikap. Namun demikian terpenuhinya capaian pembelajran
aspek sikap tidak bisa dilepaskan dari penyampaian aspek pengetahuan kepada
mahasiswa. Capaian pembelajaran aspek sikap sebagaimana dimaksud dalam
SNDIKTI adalah:

1) Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religious;

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama, moral, dan etika;

3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
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5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;

10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Capaian pembelajaran di atas kemudian dilakukan pemetaan dengan
capaian pembelajaran kesadaran pajak, sehingga diperoleh capaian
pembelajaran mata kuliah MKWU yang bermuatan kesadaran pajak. Muatan
kesadaran pajak dalam pembelajaran mata kuliah MKWU dapat berbentuk:

1) Satu bahasan tersendiri (bab tersendiri);

2) Embedded dengan bahasan yang bersesuaian

3) Sebagai contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari

4) Bahan diskusi

5) Penugasan

6) Latihan soal, dll

Secara spesifik, tujuan pembelajaran kesadaran pajak di Perguruan

Tinggi adalah:

1) Memberikan pemahaman dan penghayatan atas pentingnya memiliki nilai
kesadaran pajak kepada peserta didik sebagai warga negara Republik
Indonesia

2) Membentuk sikap mental mahasiswa yang mengapresiasi nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa,
serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan
bermartabat, melalui pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

3) Mempersiapkan peserta didik agar mampu memberikan contoh dan
dijadikan contoh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para

generasi muda
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Ruang lingkup pembelajaran kesadaran pajak dalam mata pelajaran
MKWU, sebagai berikut

1. Bahasa Indonesia

Mata Kuliah ini membelajarkan kesadaran pajak dengan cara

mengambil topik perpajakan sebagai bagian dalam menyusun:

a.
b.
C.
d.
e

teks akademik

proposal penelitian dan proposal kegiatan
teks laporan penelitian dan laporan kegiatan
contoh artikel ilmiah perpajakan

contoh daftar pustaka

2. Pendidikan Kewarganegaraan

a.

identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam

pemabangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-

nilai Pancasila;

e NPWP sebagai salah satu identitas warga negara dalam
menjalankan kewajiban kenegaraan

Integrasi nasional sebgai salah satu parameter persatuan dan

kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia

e Tingkat kesejahteraan serta ketersediaan fasilitas umum yang
merata dapat mengurangi potensi disintegrasi bangsa

Nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia

dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks

kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia

o Kewajiban pajak merupakan kewajiban yang dilaksanakan
oleh warga negara sebagai amant konstitusi UUD 1945, pasal
3A

Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam

tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada

kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat
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e Melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu
kewajiban kenegaraan
e Mendapatkan layanan publik yang layak merupakan hak
warga negara
e. Praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 29145
sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan
berkeadilan
e Pengelolaan pajak sebagai salah satu bentuk proses
demokrasi
e Pajak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan social melalui pemerataan pembangunan dan
distribusi pendapatan
f. Penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum
yang berkeadilan
e Pengenalan lembaga peradilan pajak
e Penegakan hukum positif, aturan perpajakan
g. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif
kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia
e Penguatan gatra ekonomi, melalui pajak
h. Ketahanan Nasional bagi Indonesia dalam membangun
komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa
untuk mengisi kemerdekaan Indonesia
e Pajak sebagai komponen dalam membangun ketahanan
nasional di bidang ekonomi
3. Pendidikan Pancasila
Mata Kuliah ini membelajarkan kesadaran pajak dalam konteks:
a. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Ketuhanan
yang Maha Esa
b. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
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c. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Persatuan
Indonesia

d. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

e. membayar pajak sebagai perwujudan pengamalan sila Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

4. Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha,

Khonghucu)

Mata kuliah agama mebelajarkan kesadaran pajak dalam konteks

pajak sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban:

a. manusia dengan Tuhannya

b. manusia dengan sesama

c. manusia dengan lingkungan

d. manuisa dengan negara

Dalam MKWU Pendidikan Agama Islam, pajak dibahas dalam satu

bab tersendiri yaitu BAB XI yang membahas bagaimana pandangan

Islam tentang zakat dan pajak, sehingga memberikan pemahanan

yang menyeluruh menganai pajak dalam konteks hukum Islam.

Penilaian pendidikan kesadaran perpajakan dalam konteks MKWU pada
dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik atau authentic assessment.
Secara paradigmatic, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks
fungsional antara pembelajran otentik (authentic instruction), belajar autentik
(authentic learning) dan capaian pembelajaran otentik (authentic achievement),
dan penilaian otentik (authentic assessment).

Oleh karena itu, penilaian pembelajaran (learning outcomes) mahasiswa
dilakukan melalui multicara dan multiatal penilaian, yang mencakup, antarala
lain tes uraian, tes perbuatan, hasil studi kasus, catata anecdotal, penilaian
sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi dan presentasi, penilaian diri,
penilaian dan hasil proyek belajar, penilaian proses. Kriteria dan instrument

penilaian dan pembobotannya diserahkan kpada dosen pengamu dan
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disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi
masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam
kontrak kuliah dan rencana pembelajaran semester.

Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran
wajib pajak. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan seorang wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan
manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan
perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar
yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang
pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan
(Ariyanto, 2020). Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya untuk
menambah pengetahuan peserta didik di instansi pendidikan yang merupakan
potential taxpayers dan nantinya menjadi real taxpayers melalui program
inklusi kesadaran pajak.

Menurut Darmadi (2017:41-42) pembelajaran merupakan suatu istilah
yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama
lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar
siswa belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana siswa memperoleh
pengetahuan dari kegiatan belajarnya. Jika guru dapat menentukan proses
pemerolehan pengetahuan, maka guru dapat menentukan strategi pembelajaran
yang tepat bagi siswanya. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan
atau sutau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan
pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan
pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan
pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

Menurut Trianto dalam Darmadi (2017:42) fungsi model pembelajaran
adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam
melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model ini sangat dipengaruhi oleh

sifat dari materi yang akan diajarkan, dan juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan
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dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik. Di

samping itu pula, setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap yang

dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Guru perlu menguasai dan dapat

menerapkan berbagai keterampilan mengajar, agar dapat mencapai tujuan

pembelajaran yang beraneka ragam dan lingkungan belajar yang menjadi ciri

sekolah pada dewasa ini.

Adapun beberapa contoh model pembelajaran dalam Darmadi (2017:44)

yang bisa digunakan dalam program inklusi kesadaran pajak di sekolah dan

perguruan tinggi antara lain:

1. Example Non Example

a.

g.

Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan
pembelajaran

Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui
OHP

Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta
didik untuk memperhatikan/menganalisa gambar

Melalui diskusi kelompok, hasil diskusi dari analisa gambar
tersebut dicatat pada kertas

Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya
Mulai dari komentar/hasil diskusi peserta didik, guru mulai
menjelaskan materi suatu tujuan yang ingin dicapai

Kesimpulan

2. Picture and Picture

a.
b.
C.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

Menyajikan materi sebagai pengantar

Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan
berkaitan dengan materi

Guru menunjuk/memanggil peserta didik secara bergantian
memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang
logis

Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut
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Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan
konsep materi/sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai

Kesimpulan

3. Explicit Instruction

a.
b.
C.
d.

e.

Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik
Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan
Membimbing pelatihan

Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik

Memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan

4. Demonstration

a.
b.

g.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan
disampaikan

Menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan

Menunjuk salah seorang peserta didik untuk mendemonstrasikan
sesuai skenario yang telah disiapkan

Seluruh peserta didik memperhatikan demonstrasi dan
menganalisisnya

Tiap peserta didik mengemukakan hasil analisanya dan juga
pengalaman peserta didik didemonstrasikan

Guru membuat kesimpulan

5. Student Facilitator and Explaining

a.
b.

C.

d.

Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi

Memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan
kepada peserta didik lainnya misalnya melalui bagan/peta konsep

Guru menyimpulkan ide/pendapat dari peserta didik

6. Snowball Throwing

a.
b.

Guru menyampaikan materi yang akan disajikan
Guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing

ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi
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Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya
masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan
oleh guru kepada temannya

Kemudian masing-masing peserta didik diberikan satu lembar
kertas, untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang
menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok
Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari
satu peserta didik ke peserta didik yang lain selama 5 menit
Setelah peserta didik dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan
kesempatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan yang tertulis
dalam kertas tersebut secara bergantian

Evaluasi dan penutup

7. Group Investigation

a. Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok heterogen

b. Guru menjelskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok

c. Guru memanggil ketua kelompok dan setiap kelompok mendapat
tugas satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain

d. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada
secara kooperatif yang bersifat penemuan

e. Setelah selesai diskusi, juru bicara kelompok menyampaikan
hasil pembahasan kelompok

f. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi
kesimpulan

g. Evaluasi dan penutup

8. Debate

a. Guru membagi 2 kelompok peserta debat yang satu pro dan yang
lainnya kontra

b. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan
didebatkan oleh kedua kelompok

c. Setelah selesai membaca, guru menunjuk salah satu anggota

kelompok pro untuk berbicara, kemudian ditanggapi oleh
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kelompok konra. Demikian seterusnya sampai sebagian peserta
didik bisa mengemukakan pendapatnya
d. Sementara peserta didik menyampaikan gagasan, guru menulis
inti/ide-ide dari setiap pembicaraan sampai mendapatkan
sejumlah ide yang diharapkan
e. Guru menambahkan konsep/ide yang belum terungkap
f. Dari data-data yang diungkapkan tersebut, guru mengajak peserta
didik membuat kesimpulan/rangkuman yang mengacu pada topik
2.2.3 Perspektif Islam
2.2.3.1 Perpajakan
Menurut istilah dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan Adh-
Daribah atau bisa disebut juga Al Mask yang memiliki arti pungutan yang
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al Ghozali dan
Imam Al Juwani, pajak merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh penguasa
(pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari
mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan
masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam Baitul Mal.
Ada beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak (Adh Dharibah),
diantaranya:
a. al jizyah, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada
pemerintah Islam
b. al Kharraj yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam, dan
c. al ‘Usyur, bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke
negara Islam
berdasarkan istilah-istilah tersebut bisa diketahui bahwa pajak
sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah
Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Menurut Wasitho Abu Fawaz
(2014) ketika pajak diwajibkan kepada kaum Muslim, para ulama dari
zaman sahabat, tabi’in, hingga sekarang berbeda pendapat di dalam

menyikapinya.
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Pendapat pertama, menyatakan pajak tidak boleh sama sekali

dibebankan kepada kaum muslimin, karena mereka sudah dibebani

kewajiban zakat. Adapun dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah:

1)

2)

3)

firman Allah
Sl 2 280 520 15 Y 1,540 Gall gl g
“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harga
sesamamu dengan cara yang batil ...” (QS. An Nisa’: 29)
Rasulullah bersabda
o el ey ) (o5 O O3 Y A0 ¢ 1A Y YT ¢ 1Al Y T el v Y
“janganlah kalian berbuat dzalim, sesungguhnya tidak halal harga
seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam
Ahmad)
Hadist yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais
SE3N (s5m (3 J b ol
“tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat,” (HR lbnu Majah)
Pendapat Kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari

kaum muslimin, jika memang negaa sangat membutuhkan dana, dan untuk

menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Adapun pendapat ini dilandasi oleh beberapa dalil syar’i diantaranya:

1)

firman Allah dalam Al Bagarah ayat 177
DAV ol i Gale i 51 B il G pall O e a5 14058 ol 5 o
sl 515 caiaally ol 08l s 53 364 e Ol e 5 (gl ol 2l
Caomall 51 53 13) anada {585l 5 8 5850 e 5 el A5 BN a5 Gl
&l 2h el 371 i call @l 2 T Gy 5 o520 S s
Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah
beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab,
nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
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zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan
orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(Q.S. Al Bagarah:177)
Pada ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama
yang benar dengan mensejajarkan antara pemberian harga yang
dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, orang
yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, dengan iman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi,
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji.

2) Hadits-hadits shahih mengenai hak tamu atas tuan rumah. Perintah
menghormati tamu menunjukkan wajib karena perintah itu dikaitkan
dengan iman kepada Allah dan hari kiamat, dan setelah tiga hari
dianggap sedekah

3) Ayat Al-Quran yang mengancam orang yang menolak memberi
pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti dalam surat Al
Maun

4) Adanya kaidah umum “masholih mursalah” (atas dasar kepentingan),
mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan
maslahat, dan lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau
kelompok tertentu daripada menimpa manusia secara umum. Kas
negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara,
baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat seharusnya
memilih kehilangan hartanya daripada kehilangan negara karena jatuh
ke tangan musuh.

2.2.3.2 Kepatuhan Perpajakan
Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan
bentuk ketaatan rakyat kepada pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam

Islam melelui dalil Al Qur’an dan Hadits

Allah berfirman dalam surat An Nisaa ayat 59:
s&ie Ul 5 0o 1 gakal 5 200 saalal 1 el 5l G
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“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah
kepada Rasul dan Ulul Amri kalian,”
Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin
Shamit RA, dia berkata:
and e Ly of Lide 347 Lo J88 — alu s adde 4 a4l Ok Lindly
V) adal e g 5l Y ol s Lale 853 5 Uy 5 U e 5 Lin jSa g Lilaidia 3 deldall
O 48 ) (e pSie Lal o | S 15 5
“Kami berbai’at kepada Rasulullah untuk senantiasa mau mendengar dan
taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun
yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang,
dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan supaya kami
menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya. Beliau kemudian
bersabda, ‘Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bias aku
jadikan hujjah di dahapan Allah,”
Beliau juga bersabda,

el (b ey a3 o Y1 o S 5 ol Lo AUl g gand) ool 5 5all e
Zela Y 5 gans i dpanas

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan ataat (kepada
pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam
kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar
dan taat”

Dalil Al Quran dan hadits tersebut menunjukkan kewajiban kaum
muslim sebagai rakyat untuk senantiasa taat kepada pemerintah (Ulul
Amri), baik dalam perkara yang mereka sukai atau benci selama bukan
dalam hal kemaksiatan. Salah satu bentuk ketaatan tersebut adalah
ketaatan perpajakan yang diwajibkan pemerintah melalui Undang-undang
dan kebijakan ini untuk kemaslahatan umat bernegara.

2.2.3.3 Inklusi Kesadaran Pajak

Islam juga telah mengatur beberapa metode pembelajaran yang

baik dan benar melalui dalil Al Quran juga Hadits.

Allah berfirman dalam surat an Nahl ayat 125
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“(wahai Nabi Muhammad SAW) serulah (semua manusia) kepada jalan
(yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah (dengan kata-
kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) dan pengajaran yang
baik dan bantalah mereka dengan (cara) yang terbaik). Sesungguhnya
Tuhan Pemelihara kamu, Dialah yang lebih mengetahui (tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang
yang mendapat petunjuk)”

Ayat ini menerangkan tiga model metode pengajaran yaitu hikmah,
nasihat, dan diskusi (jidal). Pada metode hikmah, pembelajaran dilakukan
dengan cara keadilan dan kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan
berbagai factor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, obyek,
sarana, media dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan
metode dengan memperhatikan peserta didik diperlukan kearifan agar
tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Proses belajar mengajar
dapat berjalan dengan baik dan lancer manakala ada interaksi yang
kondusif antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang arif dan
bijaksana memberikan kesan mendalam kepada para sisswa sehingga
“teacher oriented” akan berubah menjadi “student oriented”. Adapun
diskusi yang dimaksud dalam Al Quran adalah diskusi yang dilaksanakan
dengan tata cara yang baik dan sopan. Tujuan dari metode diskusi ialah
untuk memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan peserta didik
terhadap suatu masalah.

Firman Allah dalam Al Maidah ayat 31

O &ael gy BB 4ials 5 ¢g ) 5 S 40, (a1 (8 sl 58 4 Cacd
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“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali bumi
untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya
menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil ‘Aduhai celaka aku,

mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Lalu aku
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dapat menguburkan mayat saudaraku ini?’ karena itu jadilah dia seorang

diantara orang-orang yang menyesal,”

Ayat tersebut mengandung arti bahwa pembelajaran juga bisa

dilakukan dengan metode meniru. Manusia sejak lahir sudah banyak

belajar dengan cara meniru, mulai dari berbicara, berjalan, dan tingkah

laku yang lain. Dalam pembelajaran inklusi kesadaran pajak, metode ini

bisa dilakukan dengan menunjukkan proses pelaporan SPT secara

langsung kepada peserta didik, dengan begitu mereka akan memahami

kewajiban perpajakan.
2.3 Kerangka Berfikir

Nota Kesepahaman antara Kementereian
Keuangan dengan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

MoU-4/MK.03/2016 7IM/NK/2016

001/B1/PKS/2016 KEP-48/PJ/2016

Materi Kesadaran
Pajak di Sekolah

Materi Kesadaran Pajak
di Perguruan Tinggi

Kurikulum Mata
Pelajaran dan
MKWU

Kerangka berpikir tersebut akan memudahkan penulis dalam

melaksanakan penelitian. Muatan pendidikan kesadaran pajak yang

dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi

mengacu pada nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan
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Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, juga Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga baik sekolah dan perguruan tinggi
saat ini sudah harus memasukkan muatan pengetahuan perpajakan dalam

kurikulum masing-masing.



BAB |11
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan
tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deksriptif
yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi
di saat sekarang, di mana peneliti berusaha memtoret peristiwa dan kejadian
yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan
sebaagimana adanya. Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif
dilandasi oleh filsafat purpositivisme, digunakan pada objek yang alamiah
(sebagai lawan dari eksperimen), dimana peneliti menjadi instrumen kunci,
hasil penelitian menekankan pada makna dari generalisasi.

Penelitian ini bersifat berkelanjutan dimulai dari pengumpulan data,
pengolahan data, dan analisis data dan dilakukan secara bersamaan selama
proses penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini tidak harus
dilakukan setelah semua data terkumpul, tapi data sementara dapat diolah
terlebih dahulu dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Prosedur
penelitian kualitatif didasarkan pada logika berfikir induktif sehingga
perencanaan bersifat fleksibel. Walaupun begitu, penelitian harus melalui
langkah-langkah dan prosedur yang telah dibuat.

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:254)
jenis penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak
digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan penelitian
deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan
antara fenomena yang diselidiki.

Penulis menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif

karena ingin memperoleh data secara mendalam terkait proses penyusunan
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kurikulum dan program inklusi kesadaran pajak oleh sekolah dan perguruan
tinggi.
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Instansi pendidikan yang sudah menjalankan program inklusi kesadaran
pajak, dalam artian telah memasukkan materi perpajakan ke dalam
pembelajaran, yaitu Universitas Islam Malang (UNISMA), dalam hal ini,
universitas tersebut sudah memasukkan muatan perpajakan ke dalam
materi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) untuk semua jurusan.

2. Intansi pendidikan yang memiliki kurikulum pengajaran perpajakan,
namun bukan merupakan program inklusi pajak pemerintah, yaitu SMAN
4 Kota Malang. Sekolah ini mengajarkan pembelajaran perpajakan kepada
siswa kelas XI IPS. Instansi ini akan memberikan persepsi mengenai
program inklusi kesadaran pajak dan memberikan keterangan terkait
kendala, potensi, serta faktor penunjang program tersebut.

3. Intansi pendidikan yang belum memasukkan materi perpajakan ke dalam
kurikulum namun merupakan sasaran program inklusi kesadaran pajak,
yaitu SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Kota Malang. Instansi ini akan
memberikan persepsi mengenai program inklusi kesadaran pajak dan
memberikan keterangan terkait kendala, potensi, serta faktor penunjang
program tersebut.

3.3 Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah studi proses program inklusi kesadaran pajak
melalui pendidikan pada sekolah dan perguruan tinggi serta persepsi mengenai
program tersebut.
3.4 Data dan Jenis Data
Dalam hal pengumpulan data, peneliti mempunyai sumber data primer dan
sekunder. Sugiyono (2012:402) bila dilihat dari sumber data, maka
pengumpulan data dapat menggunakan:
1. Data primer
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Sugiyono (2015:17) mengartikan data primer sebagai sumber data
yang langsung memberikan data pada pengumpul. Untuk mendapatkan
data primer bisa dilakukan dengan wawancara atau diwakilkan dengan
kuisioner. Pada penelitian ini data yang diperlukan antara lain terkait
dengan:
1. Data primer dari Universitas Islam Malang
1) Materi perpajakan apa saja yang dimasukkan ke dalam
pembelajaran di tiap-tiap jenjang pendidikan
2) Bagaimana instansi pendidikan memasukkan materi perpajakan
tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran,
3) Bagaimana teknis pengajaran mata pelajaran atau mata kuliah
yang sudah terintegrasi dengan muatan perpajakan
4) Bagaimana intansi mengedukasi pengajar sebelum mengajarkan
muatan perpajakan
2. Data primer dari instansi pendidikan lainnya
1) Apa kekuatan, kelamahan/kesulitan, peluang, dan tantangan
dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak ini pada
tiap-tiap instansi pendidikan
Wawancara tersebut akan dilakukan kepada 4 narasumber, yaitu bu
Umi Nandiroh, Pengelola Tax Center Unisma, bu Lilis Fitriana guru
pengampu tema di SDN Klampisan 2 Kediri, bu Catur guru pengampu
pelajaran sosial di SMPN 3 Malang, dan bu Bayu guru pengampu
pelajaran sosial di SMAN 4 Malang. Pemilihan narasumber ini karena
mereka merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan program
inklusi kesadaran pajak, dan lebih memahami tentang edukasi

perpajakan di masing-masing instansi pendidikan.

. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015:137) data sekunder adalah data sumber data
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang

digunakan oleh peneliti adalah melalui literatur-literatur, buku-buku
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serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan

yang akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain panduan edukasi pajak yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak melalui laman edukasi.pajak.go.id, dan surat edaran

Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

serta Kemeterian Riset dan Teknologi terkait program inklusi

kesadaran pajak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, kuisioner, dan
dokumentasi.
1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah

pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.

Penulis akan mewawancarai pihak yang menangani terkait program

inklusi kesadaran pajak di SDN Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Kota

Malang, SMAN 4 Kota Malang dan Universitas Islam Malang

(UNISMA). Beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti

antara lain:

1) Materi perpajakan apa saja yang dimasukkan ke dalam
pembelajaran di tiap-tiap jenjang pendidikan

2) Bagaimana instansi pendidikan memasukkan materi perpajakan
tersebut ke dalam kurikulum pembelajaran,

3) Bagaimana teknis pengajaran mata pelajaran atau mata kuliah yang
sudah terintegrasi dengan muatan perpajakan

4) Bagaimana intansi mengedukasi pengajar sebelum mengajarkan
muatan perpajakan

5) Apa kekuatan, kelamahan/kesulitan, peluang, dan tantangan dalam
pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak ini pada tiap-tiap
instansi pendidikan

2. Dokumentasi
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Peneliti melakukan pengumpulan data atau dokumentasi dan catatan
subyek yang akan diteliti guna memperoleh data untuk penelitian ini
dengan melakukan kuisioner secara langsung kepada responden.
Sugiyono (2015:329) mengartikan dokumentasi sebagai suatu cara
yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam benuk
buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan
serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
3.6 Analisis Data
Menurut Sugiyono (2015:92) langkah dalam analisis data kualitatif adalah
sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Merupakan proses merangkum, memilah-milah data karena data dari
lapangan yang banyak, mencari hal-hal penting, mencari inti dari hasil
data. Penulis melakukan proses ini agar mendapat data yang rinci dan
mengarah pada pokok permasalahan.

2. Penyajian Data
Tahap ini data disajikan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik,
chart, dan lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan
penulis dalam memehami permasalahan yang ada dan untuk
merencanakan tahap selanjutnya.

3. Penggambaran Kesimpulan
Setelah melakukan tahap-tahap di atas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan dalam masalah yang diteliti. Pengambilan kesimpulan
dapat dihubungkan dengan tema sehingga mempermudah dalam
membuat kesimpulan.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

| data lapangan hasil wawancara

| pengetikan data: teks

[ membaca keseluruhan teks

| koding dan Klasifikasi
= Y
| deskripsi, pola, tema |
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Data akan diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama
membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambal meringkas dan
menghilangkan duplikasi-duplikasi. Dilanjutkan dengan membuat peng-kode-
an (coding) atau klasifikasi. Hasil koding ini akan menghasilkan pola-pola
umum atau tema-tema. Pola dan tema tersebut akan dideskripsikan untuk

memperoleh hasil dan kesimpulan yang diinginkan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1.1 SDN Klampisan 2 Kediri

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klampisan 2 merupakan sekolah

berakreditasi A yang terletak di Dusun Bangkok Desa Klampisan

Kabupaten Kediri. Sekolah ini berdiri pada tahun 1977 dan memiliki luas

lahan sekitar 3610 m? dan luas bangunan sekitar 509 M2 . Jumlah siswa saat

ini sebanyak 87 siswa dan guru terdiri dari 6 guru PNS dan 4 guru tidak

tetap. SDN Klampisan 2 Kediri memiliki visi “unggul dalam prestasi, santun

dalam berbudi, berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai visi tersebut,

misi SDN Klampisan 2 Kediri adalah:

1.

Melaksanakan pembelajaran secara aktif dan kreatif bagi siswa sesuai
prestasi masing-masing

Menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah
Memberikan motivasi dan membantu setiap siswa secara individual,
klasikal, untuk mengembangkan kemampuan diri

Memberikan bekal pengetahuan yang berwawasan ilmu pengetahuan
dan teknologi

Menumbuhkan semangat belajar serta memberikan pendidikan budi
pekerti yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya
Menumbuhkan sikap moral dan nilai-nilai sosial dan kedisiplinan
Menumbuhkan nilai-nilai keimanan dan ketagwaan sesuai dengan
agama yang dianutnya

Selain itu, SDN Klampisan 2 Kediri juga memiliki tujuan antara lain:
Sekolah dasar mengembangkan ajaran agama hasil dari proses
pembelajaran dan belajar dalam kegiatan pembiasaan dan dalam
kegiatan yang telah diprogramkan di lingkungan sekolah yang dilandasi

oleh iman dan tagwa untuk mencapai prestasi
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2. Meraih prestasi akademik maupun non akademik

3. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai
kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang yang lebih tinggi

4. Menjadi sekolah popular dan penggerak di lingkungan masyarakat

5. Siswa kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan diri
secara terus menerus

6. Memiliki daya saing yang tinggi

7. Menjadi sekolah yang diminati masyarakat sekitar

4.1.1.2 SMP Negeri 3 Kota Malang

SMP Negeri 3 Malang merupakan salah satu sekolah warisan Belanda
yang berada di Kota Malang. MULO WILHELMINA merupakan cikal
bakal dari sekolah ini. Didirikan pada 17 Maret 1950. Pada tahun 1960,
nama sekolah MULO WILHELMINA resmi diubah oleh pemerintah
Republik Indonesia menjadi SMP Negeri 3 Malang dengan semboyan Bina
Taruna Adiloka (Bintaraloka).

Bina Taruna Adiloka (Bintaraloka) diambil dari Bahasa Sansekerta yitu
‘bina’ yang berarti mendidik, ‘taruna’ yang berarti generasi muda, ‘adi’
yang berarti terbaik, dan ‘loka’ yang berarti sasana/tempat. Berdasarkan
semboyan yang dipilih oleh para pendahulu itu tamak secara jelas bahwa
SMP Negeri 3 Malang adalah tempat menempa generasi muda untuk
menjadi manusia-manusia terbaik. Untuk mewujudkan semboyan tersebut
dalam aktivitas nyata di sekolah, seluruh civitas akademi SMP Negeri 3
Malang mengaktualisasikan semboyan tersebut dalam nafas visi, misi,
tujuan, dan sasaran SMP Negeri 3 Malang.

Luas lahan mencapai 6.520 meter persegi, dan luas bangunan 2.500
meter persegi membuat sekolah ini masuk dalam kategori sekolah yang
tidak terlalu luas. Perluasan lahan pun bias dikatakan sulit, hal tersebut
disebabkan lokasi sekolah yang terletak di tengah kota dan juga diapit oleh
berbagai kantor public dan rumah penduduk. Meskipun demikian, hal

tersebut tidak mengurangi semangat warga SMPN 3 Malang untuk turut
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ambil bagian dalam program Adiwiyata. Kekurangan sekolah ini dalam hal
lahan justru menjadi tantangan tersendiri untuk berinovasi dalam program
pengembangan lingkungan hidup tersebut.

Sebelum lolos menjadi sekolah Adiwiyata Provinsi di Kota Malang,
SMPN 3 Malang sudah berupaya di bidang pelestarian lahan hijau. Dengan
jumlah siswa yang besar yaitu lebih dari 800 siswa per tahun, kebutuhan
oksigen di sekolah ini menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Ketidakseimbangan perbandingan jumlah ideal antara manusia dan puhon
di sekolah membuat udara yang ada di sekitar terasa kurang segar.

Sedangkan kalua ditinjau dari segi kebersihan, sebelum menyandang
predikat sebagai sekolah adiwiyata provinsi, keadaan SMPN 3 Malang
sudah tergolong bersih. Akan tetapi sekolah ini tetap berupaya bagaima cara
menggugah para siswa, guru, maupun karyawan untuk tetap mau terjun
langsung dalam upaya peningkatan pelestarian dan kebersihan lingkungan.

SMPN 3 Kota Malang memiliki visi yaitu unggul dalam IPTEKS,
terampildan mandiri berlandaskan IMTAQ, berbudi pekerti luhur, dan
berbudaya lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, beberapa misi
yang dicanangkan antara lain:

1. Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa

Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien

Melaksanakan pembelajaran berbasis IT

Melaksanakan pembinaan dalam bidang olimpiade

Melaksanakan pengembangan media pembelajaran

Melaksanakan pembiasaan gemar membaca

Melaksanakan pembinaan dalam bidang PIR/KIR

Melaksanakan pembinaan dalam bidang olahraga dan seni

© o N o g bk w DN

Menjalin kerjasama dnegna seluruh stakeholder
10. Melaksanakan pola pengelolaan sekolah sesuai dengan MBS dan
standar manajemen mutu 1SO

11. Melaksanakan peningkatan kompetesi SDM
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12. Meningkatkan upaya terciptanya lingkungn menuju sekolah clean,
green, and healthy

13. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan

14. Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan

15. Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran lingkungan

16. Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain baik nasional maupun
internasional

17. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

4.1.1.3 SMA Negeri 4 Kota Malang

Pada perayaan dalam rangka memperingati Hari Jadi SMA Negeri IV
di awal tahun 1971 diadakan berbagai pertandingan dan perlombaan. Salah
satunya adalah lomba menggambar lambing SMA 1V Malang. Lomba ini
diikuti oleh siswa-siswi SMA 1V dan dimenangkan oleh peserta putri kelas
X1 IPS. la bernama Suhita Dewi. Gambar pemenang tersebut diabadikan
dan dijadikan lambang kebanggaan para siswa skeolah ini, dan disangga
seutas pita putih yang bertuliskan motto SMA Negeri 4 Malang.

Sampai sekarang gambar lambang tersebut telah mengalami perubahan
seirama dengan perubahan waktu, semisal perubahan tulisan SMAN IV
menjadi SMU 4. Yang tidak berubah adalah gambar tugu dalam bingkai
yang melambangkan tugu kebanggaan masyarakat kota Malang yang berdiri
dengan kokohnya persis di antara Balai Kota Malng dan gedung SMA
Negeri 4 Malang, serta pita penyangga gambar tugu tersebut. Bapak JA.
Ruslanadi Alm, guru seni rupa SMU 4 menambahkan pada Dpita
digambar/lambang pemenang lomba tersebut dengan kata atau frase yang
berbunyi “Stadium Et Sapientia” yang memiliki arti Belajar (Stadium) dan
(Et) Bijaksana (Sapientia). Ini sesuai dengan kenyataan bahwa kegiatan
yang dominan di sekolah adalah belajar dengan menggunakan nalar dan akal
budi yang bijaksana.

Pada salah satu dinding luar gedung SMU 4 Malang terdapat tulisan
prasasti yang ditandatangani oleh seorang sesepuh, bernama R. Oesman.

Dari prasasti yang dibuat pada 12 November 1981 itu dapat dipelajari bahwa
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bangunan gedung yang sekarang ini digunakan oleh SMU Negeri 4 Malang
pernah digunakan oleh Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA), Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Tehnik (STM). Ini terjadi
pada tahun-tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai tahun
1954. Sejak tahun itu sampai dengan akhir 1958, SMA Negeri IV Malang
bergabung dengan SMA Negeri 1 Malang di kompleks SMA Tugu Malang
dengan nama SMA 1 AC. SMA AC adalah SMA yang hanya membuka
jurusan atau program studi ilmu-ilmu sosial dan budaya. Ini berbeda dengan
SMA 1l B dan SMA 111 B yang juga berada di kompleks SMA Tugu. Kedua
sekolah ini membuka jurusan atau program studi ilmu-ilmu pasti dan alam.
Pada pertengahan September 1958, SMA | AC dipecah menjadi dua oleh
pemerintah, yaitu SMA | AC dan SMA IV AC, dengan surat keputusan
pemecahan Nomor 4 3/SK/B.I1IlI tanggan 16 September 1958. Sejak
turunnya surat keputusan itu, SMA IV AC Malang memutuskan untuk
menempati sebuah gedung di luar kompleks SMA Tugu untuk
melangsungkan kegiatan belajar mengajarnya, yaitu di Jalan Klenteng
Malang yang sekrang berubah menjadi jalan Martadinata yang sekarang
ditempati oleh SMU Neger 2 Malang. Tetapi SMA Il B, yang berada di
kompleks SMA Tugu, justru memilih menempati gedung di jalan
Martadinata tersebut. Ini cukup beralasan sebab bersaam saat itu SMA 11 B
ditunjuk pemerintah sebagai salah satu peserta Proyek Percontohan SMA
Teladan. Dengan demikian gedung SMA 1V ditukar dengan gedung SMA 2
Malang yang berada di Jalan Martadinata dan SMU Negeri 4 Malang
menempati gedung di kompleks SMU Tugu, tepatnya di Jalan Tugu Utara 1
Malang, dengan ciri dan keistimewaan yang unik, berbeda dengan SMU
yang lain di Malang. Meskipun Keputusan Pemecahan tanggal 16
September 1958, SMA 1V Malagn beru memulai kegiatan persekolahan dan
pendidikannya pada awal tahun berikutnya, yaitu tanggal 5 Januari 1959.
Oleh karenanya, sejak saat itu, tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi
Sejaran SMUN 4 Malang.
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SMA Negeri 4 Malang memiliki visi yaitu unggul dalam IMTAQ,

IPTEK, berwawasan lingkungan, dan berpihak pada budaya bangsam serta

berdaya saing tinggi. Adapun penjelasannya adalah:
Unggul dalam bidang IMTAQ

N o a bk~ w bdh -

Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agamanya
Berbakti kepada orang tua

Menghormati guru dan sesama

Ikhlas dan rajin beramal

Amanah dan dapat dipercaya

Bebas dari penyakit hati

Jujur dalam meraih prestasi

Unggul dalam bidang IPTEK

1.

Ujian Nasional dan Ujian Sekolah lulus 100% dengan nilaa-rata
8.00

Persaingan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi ternama di
dalam maupun di luar negeri (80% diterima di perguruan tinggi
ternama)

Ujian Sertifikasi Internasional ICAS dengna nilai rata-rata B
Lomba-lomba tingkat daerah, regional, nasional, maupun
internasonal (karya ilmiah remaja (KIR) dan Penelitian IImiah
Remaja (PIR), olimpiade sains dan olahraga, kesenian, kreativitas,

dan karya sastra) dengan memperoleh prestasi/kejuaraan.

Berwawasan Lingkungan

1
2
3.
4

Peduli lingkungan sosial
Peduli lingkungan alam sekitar
Peduli lingkungan kultural
Pola hidup sehat

Berpijak pada Budaya Bangsa
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Lemah lembut dalam tutur kata
Sapa, senyum, dan santun
Suka bermusyawarah

Kkeluargaan, gotong royong, dan toleran

o B~ W D

Nasinonalisme dan patriotisme
Berdaya Saing Tinggi

Tangguh, tanggap, cerdas, dan cerdik

Menjalin kemitraan dengan pihak lain yang relevan
Penguasaan bahasa asing (Inggris) aktif

Terampil memanfaatkan TIK

Disiplin, demokratis, transparan, dan tanggungjawab
Enterpreneurship (kewirausahaan)

Berpikir positif, kritis, analitis, dan visioner

Kreatif, produktif, dan inovatif

Efektif dan efisien.

ORI OB CIEN- R CORNY, Vs

Untuk mewujudkan visi tersebut, SMA Negeri 4 Kota Malang memiliki

beberapa misi antara lain:

1.

Meningkatkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama
sebagai landasan kearifan dalam bertindak

Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan multi-resourcesm
berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (T1K)
Meningkatkan prestasi akademik melalui proses pembelajaran aktif,
inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan

Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui pembelaraan
berkelanjutan

Menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal

Meningkatkan jiwa kompetitif dalam berbagai bidang.
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4.1.1.4 Universitas Islam Malang (UNISMA)

Keberadaan Universitas Islam Malang diawali oleh adanya keinginan
semangat dan gagasan para tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan
muslim di kalangan Nahdlatul Ulama di Kota Malang, untuk mendirikan
suatu Perguruan Tinggi Islam yang besar, berkualitas dan Mandiri. Untuk
mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 27 Maret 1981 berdirilah
Yayasan Sunan Giri (sekarang berubah menjadi Yayasan Universitas Islam
Malang) yang berkedudukan di Jalan MT. Hariyono 193 Kota Malang.

Universitas Islam Malang yang lebih dikenal dengan UNISMA
dipelopori oleh para Sarjana Musli yang berhaluan Ahlussunnah Wal
Jama’ah. Para Sarjana Muslim tersebut kemudian sepakat untuk
merealisasikan amanat tersebut dengan membentuk Panitia Sembilan yang
bertugas menangani konsep dan bentuk teknis dalam rencana pendirian
suatu Perguruan Tinggi.

Sebagai cikal bakal berdirinya UNISMA adalah Fakultas Tarbiyah
yang mengalami sejarah panjang sebelum menjadi salah salah satu
fakultasnya. Terbentuknya Fakultas Tarbiyah ini diawali dengan berdirinya
Akademi Pendidikan Ilmu dan Agama Islam (APIA) yang selanjutnya
berubah menjadi fakultas Tarbiyah Watta’lim (FTT) Universitas Nahdlatul
Ulama (UNU). Hal ini dikukuhkan dengan SK. Menteri Agama R1 Nomor:
16/1963 tanggal 12 Januari 1963 yang menyatakan ljasah Sarjana Muda
FTT UNU Malang diakui sama dengan ljasah Sarjana Muda Institut Agama
Islam Negeri. Pada tahun 1968 nama UNU Malang diubah menjadi
UNSURI Jawa Timur dan berkedudukan di Surabaya dan memeiliki
beberapa fakultas yang ada di Malang, antara lain Fakultas Tarbiyah,
Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Pada
tahun 1971 Fakultas Tarbiyah Watta’lim UNU berubah menjadi Fakultas
Tarbiyah UNSURI.

Ketika Yayasan Universitas Islam Sunan Giri Malang berdiri, maka
fakultas Tarbiyah dan Fakultas Pertanian UNSURI bergabung menjadi salah
satu fakultas di Universitas Islam Malang. Sejak tanggal 7 Oktober 1983
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UNISMA mendapat status Terdaftar untuk program pendidikan Sarjana
Muda dengan SK. Mendikbud RI no 0425/1983 untuk Fakultas Hukum
(Jurusan Keperdataan, Pidana dan Administrasi Negara), Fakultas Pertanian
(Jurusan Produksi Ternak), Fakultas Tekniks (Jursan Sipil, Mesindan
Elektro), Fakultas Ekonomi (Jurusan Manajemen dan Akuntansi), Fakultas
[Imu Pendidikan (Jurusan Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia serta
Pendidikan Matematika).

Fakultas Ilmu Administrasi pada 27 Maret 1983 mulai beroperasi
dengan jurusan Administrasi Negara dan Administrasi Nigata. Sejak 31
Maret 2005 Universitas Islam Malang telah membuka Fakultas Kedokteran
dengan konsentrasi pada keanekaragaman hayati sebagai penunjang
pengobatan. Sejak yayasan Universitas Islam Malang berdiri hanya
mempunyai satu bidang garapan yaitu bidang pendidikan, namun hingga
kini mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan Yayasan
Universitas Islam Malang telah mampu mengembangkan bukan hanya
dalam bidang pendidikan saja melainkan juga sektor-sektor di luar
pendidikan antara lain:

1. Rumah Sakit Universitas Islam Malang

2. Laboratorium Ahlussunnah wal Jama’ah dan PonPes Ainul Yaqin

3. Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang dengan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI
Kerjasama Fakultas Teknik dengan BPPT
Dibukanya beberapa program Pasca Sarjana (S-2)

Berdirinya gedung Aswaja Centre

N S SO

Kerjasama dengan “Department of Food Science and Technology
of Agriculture, Kyushu University Fukuoka Japan” Department of
Microbiology University of Delhi South Campus, New Delhi India
8. Kerjasama dengna “The Association Overseas Technological

Scholarship (AOTS), sub divisi Business Forum”
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9. Kerjasama dengan Learning Assistance Program for Islamic School
(LAPIS) dan Equality of Learning Outcomes in Islamic Schools
(ELOIS) dari Australia.

Adapun kampus ini memiliki visi yaitu menjadi Universitas unggul
bertaraf internasional, berorientasi masa depan dalam IPTEKS dan budaya,
untuk kemaslahatan umta yang berakhlaqul karimah, berlandaskan
ahlussunnah wal jama’ah. Misi UNISMA antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarkat, yang berpihak pada kemaslahatan umat menuju
universitas berkualifikasi internasional (world class university)

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan akses pendidikan dan
ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah

3. Menguatkan kapasitas institusi untuk mewujudkan kualitas
pendidikan dan pembelajaran yang handal serta unggul berstandar
internasional dengan meningkatkan tata kelola yang baik (good
University Governance)

Selain itu, UNISMA memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Mengembangkan proses pembelajaran dan suasana akademik yang
kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan kemaslahatan
umat

3. Menghasilkan sumber daya manusia berkualitsa dan bertaqwa
yang mampu bersaing di era global dengan sikap toleran dan
moderat

4. Mewujudkan UNISMA sebagai perguruan tinggi Islam yang
bertata kelola baik (good University Governance)

Milestone Pendidikan Universtias Islam Malang:

1. Tahap Good University Governance (2011-2015)
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Menjadi perguruan tinggi ynggul menuju taraf internasional
berdasarkan Islam Ahlussunna wal Jama’ah. Pada tahapan ini
dilakukan inisiasi pengembangan jejaring internasional, dosen-
dosen dipersiapkan dan dibiasakan berinteraksi dengan bahasa
internasional seperti bahasa Inggris, Cina, dan Arab. Serta
perintisan Summer Program dan Students Exchange

2. Tahap Theaching University (2015-2019)
Pada tahap ini jejaring internasional terus dikembangkan, summer
program dan studets exchange jumlah dan frekuensinya juga
ditingkatkan, serta mulai merintis kelas internasional

3. Tahap Research University (2019-2023)
Pada tahap ini dilakukan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi
di luar negeri (join research), pertukaran dosen (lecture exhange),
penyelenggaranaan konferensi internasional bersama (join
committe of International Conference), dan kolaborasi Publikasi
IImiah (joint research publication)

4. Tahap Enterpreneur University (2023—2027)
Pada tahap ini merupakan penguatan dan pengembangan
pembelajaran yang memiliki kendali mutu berstandar nasional dan
internasional, peningkatan kuantitas dan kualitas paten yang
dihasilkan.

5. Tahap World Class University (2027-2031)
Pada tahap ini Universitas Islam Malang dari segi operasional,
fasilitas, metode dan lulusan perguruan tinggi mampu bersaing
ketat di tingkat internasional.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti

ingin memperoleh data secara mendalam terkait analisis program inklusi kesadaran
pajak pada sekolah dan perguruan tinggi. Program ini dicanangkan oleh

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan
Perguruan Tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
dan dokumentasi.

Peneliti dalam hal ini menggunakan 4 objek sesuai dengan cakupan program
yang dianalisis, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Wawancara dilakukan
kepada 4 objek sesuai dengan profil yang telah disebutkan di atas, yaitu SDN
Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, SMAN 4 Malang, dan Universitas Islam
Malang (UNISMA). Dasar pemilihan keempat objek tersebut karena satu-satunya
perguruan tinggi di Kota Malang yang sedang melaksanakan program inklusi
kesadaran pajak adalah UNISMA. Sedangkan di tingkat sekolah baik SD, SMP, dan
SMA belum ada yang melaksanakan program tersebut, sehingga peneliti memilih
sekolah negeri, selain itu, narasumber yang dipilih merupakan guru pengampu ilmu
sosial yang akan terlibat langsung dalam pembelajaran inklusi kesadaran pajak.

Wawancara ini menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disebutkan
pada bab Il Metode Penelitian bagian 3.5 Teknik Pengumpulan Data. Adapun
secara garis besar, wawancara terbagi menjadi dua macam, yaitu wawancara secara
mendalam terkait perencanaan program inklusi pajak di Universitas Islam Malang,
dan wawancara terkait persepsi terkait program tersebut jika dilaksanakan di SDN
Klampisan 2 Kediri, SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang. Adapun hasil dari

wawancara tersebut akan dianalisis sebagai berikut.
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4.2.1 Analisis Program Inklusi Kesadaran Pajak di Universitas Islam Malang

Pendekatan inklusi kesadaran pajak merupakan pendekatan untuk
membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dan
mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar, karakteristik,
kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lain sebagainya. Strategi edukasi
pajak dengan pendekatan inklusi dilakukan dengan sejumlah langkah. Pertama
mengubah perilaku Wajib Pajak agar patuh. Salah satu langkah yang dilakukan
adalah dengan memberikan pemahaman pentingnya pajak bagi pembangunan, lebih
dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak
dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai
dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak
yang terutang bisa dibayarkan tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi
aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self
assesment dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada
Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya.
Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material.

Program inklusi kesadaran pajak di Universitas Islam Malang diurus oleh
laboratorium Tax Center. Wawancara dilakukan kepada Pembina Tax Center
Unisma, Umi Nandiroh, S.E., M.S.A, dan bertujuan untuk mengetahui perencanaan

program inklusi kesadaran pajak yang dilakukan di universtias tersebut.
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Sebelumnya, Tax Center Unisma merupakan Pusat Studi Perpajakan (PSP)
yang memiliki tiga inti kegiatan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian
terkait perpajakan seperti mengadakan kegiatan pelatihan Brevet Pajak. Namun,
pada tahun 2017 PSP Unisma sempat vakum selama kurang lebih satu tahun. Pada
tahun 2018, PSP Unisma kembali aktif dan berganti nama menjadi Tax Center
dengan mengadakan nota kesepahaman bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kanwil I1l Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, DJP sekaligus menawarkan
program inklusi kesadaran pajak kepada Tax Center Unisma. Sehingga program ini
terlaksana mulai dari tahun 2018 dan menjadi satu-satunya universitas di Kota
Malang yang sedang melaksanakan program tersebut.

Terdapat beberapa macam kegiatan yang termasuk dalam program inklusi
kesadaran pajak. Antara lain Relawan Pajak, pendampingan penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT), dan memasukkan materi terkait kesadaran pajak ke dalam
Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Dua kegiatan pertama, yaitu relawan pajak
dan pendampingan SPT telah dilaksanakan hampir di seluruh Perguruan Tinggi di
Kota Malang, hanya program terakhir yang sampai saat ini masih terlaksana di
Unisma. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam melaksanakan program ini
antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), energi dan waktu, karena perlu
merombak Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menjadi bermuatan kesadaran
pajak.

Pada awal pelaksanaanya, Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang disisipi
materi perpajakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Semester 1 dan

Bahasa Indonesia di Semester 2. Kedua Mata kuliah ini wajib bagi setiap
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mahasiswa di seluruh jurusan di kampus Unisma. Untuk MKDU Pendidikan
Kewarganegaraan bahan ajar yang dipakai adalah buku yang disusun oleh Tim
Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dengan judul “Materi Terbuka
Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi”, yang disusun pada tahun 2016. Adapun
capaian pembelajaran untuk mahasiswa yang harus terpenuhi dalam mata kuliah ini
antara lain:
1. Memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari
2. Menganalisis perlunya pajak
3. Mendeskripsikan pajak dalam pembangunan
4. Menghayati nilai pajak dalam konteks sejarah Indonesia
5. Menghayati pajak sebagai perwujudan sila-sila Pancasila
6. Mendeskripsikan kewajiban perpajakan warga negara
7. Memahami pengelolaan pajak oleh negara
8. Menerapkan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan
9. Memahami aspek penegakan hukum dalam peradilan pajak
10. Memahami pajak sebagai salah satu wujud bela negara
11. Memahami mengapa Amnesti Pajak perlu dilakukan
Capaian pembelajaran tersebut diharapkan dapat tercapai melalui 11 bab yang
diajarkan kepada para mahasiswa. Berikut penjelasan tiap babnya:

BAB |: Bagaimana Pajak dalam Kehidupan Sehari-hari?

Bab ini berisi muatan bahan pembelajaran antara lain: 1) praktik pemungutan
pajak sehari-hari; 2) perbedaan pajak dengan pungutan lain; 3) penggolongan pajak

menurut pemungutannya; 4) pentingnya pajak bagi negara; dan 5) data penerimaan
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pajak nasional. Bab ini memiliki tujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa
dalam memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguasai
kompetensi tersebut dilakukan langkah-langkah pembelajaran saintifik/berbasis
proses keilmuan, yaitu: 1) menelurusi praktik pemungutan pajak sehari-hari; 2)
menanyakan perbedaan pajak dengan pungutan lain; 3) menggali informasi tentang
penggolongan pajak menurut pemungutannya; 4) membangun argumen pentingnya
pajak bagi negara; 5) mengomunikasikan data penerimaan pajak nasional. Uraian
diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB Il: Mengapa Pajak Diperlukan?

Bab ini membahas tentang: 1) konsep dan urgensi diperlukannya pajak; 2)
alasan mengapa pajak diperlukan; 3) sumber historis, sosiologis, dan politis tentang
diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan; 4)
argumen tentang perlunya pajak; dan 5) esensi dan urgensi perlunya pajak untuk
meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.

Tujuan pembahasan bab ini adalah untuk mengembangkan kompetensi
mahasiswa agar mampu menganalisis mengapa pajak diperlukan. Untuk membahas
bab ini digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 1) menelusuri konsep dan urgensi diperlukannya pajak; 2)
menanyakan alasan mengapa pajak diperlukan; 3) menggali sumber historis,
sosiologis, dan politis tentang diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat
dan menciptakan keadilan; 4) membangun argumen tentang perlunya pajak; 5)

mendeskripsikan esensi dan urgensi perlunya pajak untuk meningkatkan
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kesejahteraan dan keadilan. Uraian diakhiri dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar
Sadar Pajak.

BAB Ill: Bagaimana Pajak dalam Konteks Sejarah Indonesia?

Bab ini membahas antara lain tentang: 1) realitas pajak yang terjadi dari masa
ke masa; 2) pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa; 3)
informasi baik melalui pustaka dan wawancara dengan praktisi atau tokoh untuk
menjawab persoalan pajak; 4) mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada
tiap zaman, dan 5) presentasi kelas, pembuatan film atau poster.

Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa menghayati nilai pajak dari masa
ke masa, bahwa pajak merupakan realitas sejarah yang terjadi di setiap masyarakat,
negara dan pemerintahan dari dulu hingga sekarang, serta pajak selalu mengikuti
perkembangan zaman. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pendekatan
saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri realitas pajak yang terjadi
pada masa ke masa; 2) menanya pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada
tiap masa ke masa; 3) mencari informasi baik melalui pustaka dan wawancara
dengan praktisi atau tokoh untuk menjawab persoalan pajak; 4) membangun
argumentasi mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman; 5)
mempresentasikan dalam bentuk presentasi kelas, pembuatan film, atau poster.
Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB IV: Bagaimana Fungsi Pajak dalam Pembangunan?

Bab ini mendeskripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Esensi materinya
meliputi: 1) konsep pajak dalam pembangunan; 2) konsep pembangunan dan alasan

pentingnya pajak bagi pembangunan; 3) landasan kewajiban membayar pajak; dan
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4) pentingnya kesadaran membayar pajak. tujuan pembahasannya adalah
mahasiswa mampu mendeksripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Untuk
mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) menelurusi konsep pajak dalam
pembangunan; 2) mengkaji konsep dasar pembangunan dan pentingnya pajak
dalam pembangunan; 3) mengelaborasi landasan kewajiban membayar pajak; 4)
membangun argumen perlunya kesadaran membayar pajak; 5) mengomunikasikan
fungsi pajak untuk pembangunan dan pentingnya kesaran pajak untuk
pembangunan. Uraian dalam bab ini dilengkapi pula dengan contoh-contoh
penggunaan dana yang diperoleh dari pajak untuk pembangunan. Uraian diakhiri
rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB V: Bagaimana Pajak Berperan Sebagai Perwujudan Sila-Sila Pancasila?

Bab ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan
penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan
kesejahteraan bangsa. Esensi materinya meliputi: 1) konsep pajak sebagai
perwujudan nilai-nlai Pancasila yang meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa
syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahanhati, keikhlasan. Sila
kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila ketiga dalam rasa
memiliki, rasa cinta tanah air. Sila keempat dalam sikap dialogis, komunikatif,
musyawarah untuk mufakat. Sila kelima dalam kadilan distributif, legalis, dan
komutatif; 2) alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; 3)
sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai

Pancasila; 4) argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila,
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dan 5) esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satu
pendukurng pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.

Tujuan penulisan bab ini agar mahasiswa dapat menghayati perwujudan pajak
dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan
saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) mengamati konsep pajak sebagai
perwujudan nilai-nilai Pancasila, meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur,
sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahanhati, keikhlasan. Sila kedua dalam
nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila ketiga dalam rasa memiliki, rasa
cinta tanah air. Sila keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk
mufakat. Sila kelima dalam kadilan distributif, legalis, dan komutatif; 2) menanya
alasan mengapa pajak dihubungkan dengna nilai-nilai Pancasila; 3) menggali
sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai
Pancasila; 4) membangun argumen mengapa pajak dihubungkan dengna nilai-nilai
Pancasila; 5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-
nilai Pancasila. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar
Sadar Pajak.

BAB VI: Bagaimana Kewajiban Perpajakan Warga Negara?

Bab ini mendeksirpsikan konsepsi kewajiban perpajakan yang dapat
membangun kesadaran warga Indonesia membayar pajak. Esensi materi meliputi:
1) konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara: 2) alasan mengapa
pajak sebagai kewajiban warga negara; 3) sumber historis sosio-politis tentang

kewajiban perpajakan warga negara; 4) argumen tentang dinamika dan tantangan
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pajak sebagai kewajiban warga negara; dan 5) esensi dan urgensi kewajiban warga
negara.

Tujuan penulisan bab ini adalah agar mahasiswa dapat mendeskripsikan pajak
sebagai kewajiban warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan
pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep dan
urgensi kewajiban perpajakan warga negara; 2) menanya alasan mengapa pajak
sebagai kewajiban warga negara; 3) menggali sumber historis dan sosio-politis
tentang kewajiban perpajakan warga negara; 4) membangun argumen tentang
dinamika dan tantangan pajak sebagai kewajiban warga negara, dan 5)
mendeskripsikan esensi dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara. Uraian
dilengkapi pula dnegan contoh-contoh yang terkait dengan best practices warga
negara membayar pajak dan pengalaman sejumlah negara maju dalam perpjakan.
Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar
Sadar Pajak.

BAB VII: Bagaimana Pengelolaan Pajak Oleh Negara?

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak untuk
pembiayaan negara. Esensi materi antara lain meliputi: 1) lembaga pengelola pajak
dan jenis pajaknya; 2) alasan mengapa ngera yang mengelola pajak; 3) informasi
tentang pengelolaan pajak oleh negara; 4) argumen tentang tantangan pengelolaan
pajak oleh negara, dan 5) esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Tujuan
penulisan bab ini adalah mahasiswa memahami pengelolaan ajak oleh negeara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses pembelajaran melalui

pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri lembaga
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pengelolaan pajak dan jenis pajaknya; 2) menanya alasan mengapa negara yang
mengelola pajak; 3) menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; 4)
membangun argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; 5)
mendeskripsikan esensi dan urgensi pengelolaanpajak oleh negara. Bab diakhiri
dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB VIII: Bagaimana Prosedur Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan
warga negara. Esensi materi meliputi: 1) konsep pemenuhan kewajiban perpajakan,
meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; 2) bagaimana cara pemenuhan kewajiban
perpajakan; 3) cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 4) argumen tentang
pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan, dan 5) esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan pada bab ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan bagaimana
prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep
pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; 2)
menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) menggali cara
pemenuhan kewajiban perpajakan; 4) membangun argumen tentang pentingnya
Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan 5)
mendeksripsikan dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Bab ini diakhiri
dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB IX: Bagaimana Prosedur Penegakan Hukum dalam Perpajakan?
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Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur penegakan hukum dalam
pelaksanaan tindakan penagihan perpajakan. Esensi materi pada bab ini meliputi:
1) konsep penegakan hukum perpajakan; 2) mengapa diperlukan penegakan hukum
perpajakan; 3) tata cara penegakan hukum perpajakan, 4) argumen tentang
pentingnya penegakan hukum perpajakan. Tujuan dari bab ini adalah agar
mahasiswa dapat mengetahui prosedur penegakan hukum perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses
keilmuan, yaitu: 1) menelusiri konsep penegakan hukum perpajakan, 2) menanya
mengapa diperlukan penegakan hukum perpajakan, 3) menggali tata cara
penegakan hukum perpajakan, 4) membangun argumen tentang pentingnya
penegakan hukum perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar
lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB X: Bagaimana Hubungan Membayar Pajak dengan Bela Negara?

Bab ini mendeskripsikan tentang hubungan membayar pajak dengan bela
negara. Esensi materi pada bab ini meliputi: 1) konsep hak dan kewajiban warga
negara Indonesia (WNI); 2) mengapa membayar pajak termasuk bela negara?; 3)
argumen tentang membayar pajak sebagai bentuk bela negara. Tujuan bab ini
adalah agar mahasiswa dapat menghayati dan menerapkan wujud bela negara non
fisik melalui perpajakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses
keilmuan, yaitu: 1) menelusuri konsep hak dan kewajiban WNI, bela negara dan
hankam; 2) menanya alasan mengapa membayar pajak termasuk bela negara; 3)

menggali informasi tentang ketahanan nasional dan pajak, 4) mendeskripsikan
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esensi dan urgensi bela negara dengan membayar pajak. Bab ini diakhiri dengan
rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB XI: Mengapa Masyarakat Perlu Terlibat dalam Amnesti Pajak?

Bab ini mendeskripsikan tentang amnesi ajak yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia. Esensi materi pada bab ini meliputi: 1) konsep amnesti pajak; 2)
mengapa warga negara perlu berperan dalam program amnesti pajak, 3) argumen
tentang pentingnya amnesti pajak bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari bab ini
adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep amnesti pajak dan
mengapa pemerintah melakukan kebijakan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses
keilmuan, yaitu: 1) mendeskripsikan tentang amnesti pajak; 2) menelusuri konsep
amnesti pajak; 3) menanya alasan mengapa masyarakat perlu mengikuti program
amnesti pajak; 4) menggali sumber historis pelaksanaan program amnesti pajak; 5)
membangun argumen tentang pentingnya amnesti pajak dalam mendorong
pembangunan negara; 6) mendeskripsikan esensi dan urgensi amnesti pajak oleh
warga negara. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui
Proyek Belajar Sadar Pajak.

Bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran MKDU Bahasa Indonesia
berjudul “Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi” yang disusun oleh Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Republik Indonesia pada tahun 2016.
Selama satu semester, mahasiswa akan mendapatkan 5 bab yang masing-masing

disisipi oleh materi perpajakan.
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BAB | berisi uraian tentang berbagai genre makro yang dijumpai di
lingkungan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam
berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian,
laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro
yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro
seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Bab ini
mengajak mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai jenis teks
akademik berproses di lingkungan akademik mahasiswa dan mengapa mahasisswa
memerlukan teks-teks tersebut untuk mengekspresikan diri.

Contoh materi pajak yang disisipkan pada BAB I ini adalah:

“Teks di bawah ini menjelaskan fungsi pajak sebagai sumber utama

penerimaan negara. Padatkanlah teks yang panjang itu menjadi beberapa

kalimat yang mengandung nomina sebagai hasil pemadatan. Sebagai contoh,
dengan menghilangkan nomina yang dimaksud, salah satu kalimat yang
dihararpkan adalah: Penerimaan pajak menyumbang 70% penerimaan
negara’

Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional

yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari

seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam
sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan

baik.
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Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan

bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan

fasilitas public semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang
dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan

perat serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.

Pada BAB Il mahasiswa diajak untuk menjelajah dunia pustaka. Sebgai insan
akademik, mahasiswa tentu harus membaca karya-karya ilmiah, antara lain buku.
Pada saat mahasiswa membaca bukum mereka harus mencernanya dengna seksama
agar bisa memahami isinya. Di sisi lain, mahasiswa perlu mengomunikasikan
pemahaman mereka dalam berbagai bentuk, misalnya ulasan buku. Pada bab ini
mahasiswa diminta untuk mencermati bagaimana mengomunikasikan hasil
membaca buku dalam bentuk ulasan buku. Materi perpajakan yang disisipkan pada
bab ini berupa tugas membaca teks ulasan buku “Buku Pintar Pajak E-Commerce
dari Mendaftar sampai Membayar”, dengan menunjukkan nomor paragraf,
mahasiswa diminta untuk menunjukkan letak tahapan-tahapan yang ada. Setelah
membaca buku tersebut, mahasiswa juga diminta untuk memperbaiki kalimat-
kalimat yang belum baku dan efektif menjadi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa

Indonesia.
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Mendesain proposal, baik untuk kegiatan maupun untuk penelitian, adalah
pokok persoalan yang disajikan pada BAB I1l. Mahasiswa sebagai calon ilmuwan
mempunyai tugas untuk melakukan penelitian. Agar penelitian dapat dilakukan
dengan baik dan terarah, penelitian perlu didesain merutu tata cara yang berlaku.
Selain itu, mahasiswa juga harus dapat mendesain proposal kegiatan. Materi
kesadaran pajak dimasukkan secara implisit melalui contoh teks proposal pada
bagian Definisi Operasional, seperti:
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan dalam penelitian ini diartikan sebagai mata
kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang berorientasi
pada pembentukan watak/karakter warga negara yang mampu memahami
dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara
yang baik. Warga negara yang baik memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini pun merupakan wahana untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di samping itu, pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan untuk
meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, cerdas, dan terampil sesuai amatan Pancasila dan UUD NKRI
1945.

Setelah mahasiswa melakukan kegiatan dan penelitian, mahasiswa harus

dapat melaporkan hasilnya dengan baik. BAB IV berkenaan dengan cara
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melaporkan hasil kegiatan dan hasil penelitian. Hasil kegiatan dan hasil penelitian
perlu dikomunikasikan ke berbagai pihak dalam bentuk laporan kegiatan dan
laporan penelitian. Melalui bab ini, mahasiswa akan belajar bagaimana melaporkan
hasil kegiatan dan hasil penelitian. Agar laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak
lain, laporan harus disusun menurut tata cara yang berlaku secara akadmeik, baik
dari segi isi maupun Bahasa yang digunakan.

Laporan penelitian sebagaimana yang telah mahasiswa buat di BAB 1V dapat
dituangkan dalam artikel ilmiah. BAB V diarahkan untuk membekali mahasiswa
dalam mengaktualisasi diri melalui artikel ilmiah. Pada dasarnya, artikel ilmiah
yang demikian itu merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk
artikel ilmiah. Artikel jenis ini disebut artikel penelitian, yaitu artikel yang
didasarkan pada penelitian. Jenis artikel lainnya adalah artikel konseptual, yaitu
artikel sebagai hasil pemikiran secara konseptual. Artikel jenis yang kedua ini tidak
merupakan laporan penelitian. Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk menyelami
bagaimana menformulasikan artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel
konseptual. Pada bab ini, mahasiswa diminta untuk membaca artikel ilmiah populer
berjudul “Pajak dan Ketimpangan™ karya Yustinus Prastowo dan mengidentifikasi
apakah artikel tersebut tergolong ke dalam eksposisi atau diskusi. Dengan begitu,
sedikit banyak mahasiswa akan menerima pengetahuan terkait kondisi perpajakan
di Indonesia.

Pembelajaran kesadaran pajak pada program inklusi kesadaran pajak ini
mengerapkan proses andragogi yang bercirikan antara lain:

1. Menekankan pada prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri)



6.

7.
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Interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen
Merupakan satu kesatuan utuh dengan proses belajar MKWU (holistik-
integratif)

Menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik)

Terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas
(kontekstual)

Menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik)

Berpusat pada mahasiswa (kolaboratif)

Pendekatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai model pembelajaran yang

secara psikologis-pedadogis memiliki sifat sebagai metode pembelajaran yang

mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik orang dewasa (Student Active

Learning). Beberapa metode pembelajaran tersebut antara lain diskusi kelompok,

simulasi,

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan metode

pembelajaran lain yang dapat secara efektif menfasilitasi pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan.

.

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning)

Merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah yang
kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal
dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.

Projek Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen)

Merupakan model pembelajaran pemecahan masalah kewarganegaraan

berbasis portofolio dengan fokus kajian masalah kehidupan masyarakat
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dari sudut pandang warga negara yang disajikan dalam bentuk simulasi
dengan pendapat (simualted public hearing)

. Studi Kasus (Case Study)

Merupakan model pembelajaran dnegna cara menfasilitasi mahasiswa
dengan suatu atau beberapa kasus, atau memilih kasus baru untuk dicari
pemecahannya sesuai dengan Kompetensi Dasar yang sedang dibahas.
Kerja Lapangan (Work Experiences/Service Learning)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada bahan
kajian yang terkait langsung dengan Kompetensi Dasar yang dipelajari di
luar kampus (extra-mural activities)

. Tugas Kelompok (Syndiacte Group)

Merupakan model pembelajaran dengan pemberian tugas kepada
kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan fokus tugas tertentu,
dalam rangka menyusun rekomendasi dalam bentuk makalah yang akan
disajikan dalam satu forum.

Debat (Controversial Issues)

Merupakan model pembelajaran yang memusatkan pada pengembangan
kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara kritis dan produktif.
Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok
terdiri dari 4 orang. Dalam kelompok tersebut, melakukan perdebatan
tentang topik tertentu.

. Simulasi (Simulation)
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Merupakan model pembelajaran dengan tujuan penguasaan substansi
melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa.
Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan
memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada
umumnya dilakukan oleh lebih dari 1 orang, tergantung kepada peran
yang dimainkan.

. Pembelajaran Kolaboratif (Collaborative Learning)

Merupakan model pembelajaran berbentuk proses kelompok yang
memberi peluang kepada setiap anggota untuk menyumbangkan
pemikiran dan/atau pengalaman, berupa data/atau informasi, hasil kajian,
pengalaman, ide baru, sikap, pendapat umum, kemampuan dan
keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling
meningkatkan penguasaan Kompetensi Dasar.

Bola Salju Menggelinding (Snow-balling Process)

Merupakan model pembelajaran melalui pemberian tugas individual,
kemudian berpasangan. Selanjutnya dicarikan pasangan yang lain
sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar seperti bola
salju yang menggelinding. Model ini digunakan untuk mendapatkan
jawaban pemecahan masalah yang dihasilkan dari mahasiswa secara
bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil dengan dimensi
masalah sederhana dan secara berangsur-angsur kepada kelompok yang

lebih besar dengan masalah yang lebih kompleks. Dari proses tersebut,
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pada akhirnya dapat dirumuskan bersama dua atau tiga jawaban yang
telah disepakati dan dinilai paling tepat menurut pemikiran kolektif.

Penilaian pendidikan kesadaran perpajakan dalam konteks MKWU pada
dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik atau authentic assesment.
Secara paradigmatik, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks persepsi
keotentikan pendidikan secara holistik, yakni dalam konteks interaksi fungsional
antara pembelajaran otentik (authentic instruction), belajar autentik (authentic
larning), dan capaian pembelajaran otentik (authentic achievement), dan penilaian
otentik (authentic assesment).

Oleh karena itu, penilaian capaian pembelajaran (learning outcomes)
mahasiswa dilakukan melalui multicara dan multialat penilaian, yang mencakup
antara lain test uarian, tes perbuatan, hasil studi kasus, catatan anekdotal, penilaian
sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi, dan presentasi, penilaian diri,
penilaian proses dan hasil proyek belajar, penilaian proses, dan sisiometrik. Kriteria
dan instrumen penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen pengampu
dan disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi
masing-msing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam Kotrak
Belajar.

4.2.2 Persepsi Program Inklusi Kesadaran Pajak di SDN Klampisan 2
Kediri, SMPN 3 Kota Malang, dan SMAN 4 Kota Malang
Menurut hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti beberapa sekolah di Kota

Malang, belum ada di antara sekolah tersebut yang sedang melaksanakan program
inklusi kesadaran pajak. Hal ini menandakan program tersebut masih belum

terlaksana di tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama
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(SMP) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Padahal, sasaran
program ini mencakup seluruh tingkat pendidikan. Oleh karena itu, peneliti hanya
mengambil presepsi guru pengampu mata pelajaran sosial (llmu Pengetahuan
Sosial) di setiap sekolah terkait program inklusi kesadaran pajak, jika program
tersebut akan dilaksanakan di masing-masing tingkat sekolah.

Presepsi yang dimaksud antara lain peluang serta kendala jika program
inklusi kesadaran pajak dilaksanakan di sekolah serta jenis materi kesadaran pajak
seperti apa yang cocok diberikan untuk siswa di masing-masing tingkat pendidikan.
Selain itu, narasumber juga memberikan presepsi tentang metode pembelajaran
tentang materi kesadaran pajak yang efektif untuk dilaksanakan di masing-masing
tingkat pendidikan. Ketiga narasumber tersebut adalah ibu Lilis Fitriana dari SDN
Klampisan 2 Kediri, ibu Catur dari SMPN 3 Kota Malang, dan ibu Ngesti Bayu
Ratnawati dari SMAN 4 kota Malang. Ketiganya merupakan guru pengampu
pelajaran sosial di sekolah.

Tiga narasumber tersebut sama-sama belum pernah mendengar tentang
program pemerintah inklusi kesadaran pajak untuk sekolah, karena belum
mendapat sosialisasi terkait program tersebut. Namun, ketiganya memiliki
pandangan yang sama terkait program inklusi kesadaran pajak yang dicanangkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2016 ini, yaitu ini merupakan
program yang bagus dan inovatif dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia
sekolah. Banyaknya jumlah siswa baik di sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan sekolah menengah atas merupakan potensi yang sangat besar dan

selayaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam program inklusi kesadaran
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pajak ini. Selain itu, tidak ada kendala jika program ini dilaksanakan baik di tingkat
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Menurut ibu Lilis, program ini memiliki peluang yang sangat bagus jika
dilaksanakan sejak di jenjang sekolah dasar, karena merupakan salah satu wujud
dari penguatan karakter dimana nilai kesadaran pajak sendiri mengandung nilai-
nilai dasar karakter generasi emas yang religious, nasionalis, mandiri, integritas,
dan gotong royong. Hal ini disampaikan ibu Lilis dalam wawancara yang dilakukan
pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.

“dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan

pengetahuan serta pemahaman tentang arti, fungsi serta manfaat pajak sejak

dini pada siswa sehingga nantinya dapat tercipta masyarakat yang sadar
akan pajak”

Kemudian materi kesadaran pajak yang cocok diberikan kepada siswa di
tingkat sekolah dasar adalah seputar hak yang diperoleh warga negara setelah
membayar pajak, juga kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk
cinta tanah air. Pembelajaran materi kesadaran pajak bisa berupa ceramah, tanya
jawab, serta penugasan.

Nilai-nilai kesadaran pajak yang akan diajarkan kepada siswa di tingkat
sekolah dasar terbagi menjadi dua bagian. Pertama untuk kelas 1-3, capaian
pembelajaran inklusi kesadaran pajak antara lain:

1. Mengenal manfaat pajak di lingkungan sekitar

2. Mengenal fasilitas umum di lingkungan sekitar yang dibiayai dari pajak

3. Memelihara fasilitas umum di lingkungan sekitar

Kedua adalah capaian pembelajaran untuk siswa di kelas 4-6 antara lain:
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1. Memahami manfaat pajak di masyarakat

2.  Memahami fasilitas umum di masyarakat yang dibiayai dari pajak

3. Memelihara fasilitas umum di masyarakat

4. Menyadari manfaat bergotong royong melalui pembayaran pajak

Muatan kesadaran pajak bisa dimasukkan ke dalam materi yang terdapat pada
buku Tema, dan metode yang diterapkan bisa berupa diskusi, bermain peran, dan
bercerita. Berikut ilustrasinya:

1. Guru menjelaskan salah satu nilai yang terkandung dalam sila ke-3 Pancasila
“Persatuan Indonesia”, yaitu gotong royong/bakti sosial/ kegiatan amal lainnya.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk kebersamaan. Salah satu
kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah penyelenggaraan
perayaan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus. Umumnya warga berkontribusi
dalam berbagai bentuk, misalnya iuran warga

2. Guru membagi murid menjadi 2 kelompok yang akan berperan menjadi panitia
penyelenggara

3. Murid diminta berdiskusi tentang bentuk kebersamaan para warga, barang-
barang yang diperlukan, sumber dana, dan sebagainya

4. Guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil diskusi

5. Guru menyimpulkan hasil diskusi

Dari kegiatan tersebut, aspek pembelajaran yang tercapai adalah, setiap kegiatan
dibutuhkan kebersamaan dalam memberdayakan segala sumber daya untuk

menyelesaikan  tugas. Kegiatan tersebut dapat dianalogikan dengan
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penyelenggaraan pemerintah yang membutuhkan kebersamaan dan kerjasama

seluruh warga untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, muatan kesadaran pajak juga bisa disisipkan ke dalam beberapa
pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, dan Bahasa
Indonesia. Misalkan pada pelajaran PPKn, siswa diminta untuk membuat daftar
keragaman sosial ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah
sebagai bahan diskusi bersama, keragaman sosial ekonomi tersebut dijembatani
oleh pajak untuk meratakan pendapatan. Kemudian pada pelajaran Matematika,
siswa diminta untuk membuat perencanaan kegiatan bakti sosial/kegiatan amal
lainnya, mulai dari sumber dana, besar penggunaan dana, menaksir harga barang
yang akan dibeli. Kegiatan amal ini dapat disamakan dengan kegiatan membayar
pajak. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa akan berperan sebagai panitia
penyelenggara kegiatan bakti sosial/kegiatan lainnya.

Selanjutnya menurut bu Catur, program ini memiliki peluang bagus bila
dilaksanakan di SMP, karena terdapat materi terkait pengetahuan perpajakan dalam
mata pelajaran limu Pengatahuan Sosial (IPS). Hal ini disampaikan Ibu Catur saat
wawancara via whatsapp chat pada 11 Agustus 2020 pukul 18.37 WIB sebagai
berikut:

“pada K13 ini materi hanya sekedar mengenalkan pajak sebagai

pendistribusian pendapatan nasional, tidak sampai menghitung pajak,

padahal di kurikulum sebelumnya menggunakan kurikulum K13, ada materi

untuk menghitung pajak orang pribadi, sehingga tidak sekedar tau fungsinya
tapi mereka bisa menghitung pajak walaupun sederhana”

Sehingga jika program inklusi kesadaran pajak dilaksanakan di tingkat SMP, akan

memiliki peluang yang bagus karena memang terdapat mata pelajaran yang
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mengandung materi perpajakan yang diterima oleh seluruh siswa. Materi tersebut
memang merupakan bagian dari kurikulum SMP, bukan termasuk dalam program
inklusi kesadaran pajak. Selain itu, menurut bu Catur kesadaran pajak perlu
ditanamkan sejak dini, sehingga siswa akan mengetahui fungsi pajak dan

bagaimana penggunaan pajak untuk pembangunan negeri.

Adapun capaian pembelajaran inklusi kesadaran pajak untuk tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) antara lain:

1. Menjelaskan pengertian sederhana dan manfaat pajak untuk kelangsungan
kehidupan bernegara

2. Menjelaskan hasil-hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat secara
langsung yang dibiayai dari pajak
3. Memelihara hasil-hasil pembangunan yang dinikmati masyarakat secara
langsung
4. Menjelaskan alasan membayar pajak
Keempat capaian pembelajaran tersebut bisa dicapai melalui kegiatan
pembelajaran yang diterapkan oleh guru, diantaranya:

1. Mengamati, pada langkah ini siswa mengamati fenomena dengan indera
(mendengarkan, melihat, membau, meraba, dan mengecap) dengan atau tanpa
alat (untuk menemukan masalah/gap of knowledge or skill). Nilai-nilai sikap
(budi pekerti) yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada langkah ini antara lain
rasa ingin tahu dan Kritis

2. Menanya, siswa merumuskan pertanyaan berangkat dari masalah yang diperoleh

dari pengamatan. Nilai-nilai sikap yang dapat tumbuh melalui kegiatan pada
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langkah ini dapat sama dengan pada langkah mengamati, antara lain rasa ingin
tahu dan kritis

3. Mengumpulkan informasi/mencoba, siswa mengumpulkan informasi/data
dengan satu atau lebih teknik yang sesuai, misalnya eksperimen, pengamatan,
wawancara, survey, dan membaca dokumen-dokumen. Nilai sikap yang dapat
tumbuh melalui langkah ini adalah ketelitian, kejujuran, kesabaran, dan
ketangguhan.

4. Menalar/mengasosiasi, siswa menggunakan informasi/data yang sudah
dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumusnkan sebelumnya dan
menarik kesimpulan. Nilai sikap yang dapat tumbuh melalui kegiatan ini antara
lain saling menghargai, ketelitian, kejujuran, sikap kritis, dan berfikir logis

5. Mengomunikasikan, siswa menyampaikan jawaban atas pertanyaan
(kesimpulan) berdasarkan hasil penalaran/asosiasi informasi/data secara
lisan/tertulis. Nilai sikap yang dapat tumbuh antara lain saling menghargai,
percaya diri, kesantunan dalam berkomunikasi, sikap kritis, dan berfikir logis

6. Mencipta, siswa mencipta atau menginovasi produk, model, gagasan, dengan
pengetahuan yang telah diperoleh. Nilai sikap yang dapat tumbuh antara lain
saling menghargai, inovatif, dan kreatif.

Selanjutnya menurut lIbu Bayu, guru pengampu mata pelajaran sosial di
SMAN 4 Malang, program ini berpeluang jika dilaksanakan di sekolah setingkat
SMA dan tidak ada kendala dalam pelaksanaanya. Karena selain sudah terdapat
materi perpajakan untuk siswa di jurusan IPS, materi juga didapatkan di jurusan

lain dengan lintas minat ekonomi.
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“ketika siswa sudah mendapatkan materi kesadaran pajak, sebaiknya disisipi
juga untuk menyampaikan kepada orang tua, agar mereka mengerti, karena
jika anaknya sudah paham namun orang tuanya tidak, juga percuma,”

Capaian pembelajaran inklusi kesadaran pajak untuk tingkat Sekolah

Menengah Atas (SMA) antara lain:

1.

2.

Menjelaskan konsep dan jenis pajak serta jenis pungutan pemerintah lainnya
Menganalisis pemanfaatan pajak di lingkungan sekitar

Menganalisis kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Menganalisis kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum
Menganalisis sumber anggaran pembangunan

Menjelaskan mekanisme pengumulan penerimaan negara (fungsi budgeter)
dan pendistribusiannya (pengalokasiannya untuk pembangunan)

Menjelaskan pajak dalam fungsi regulerend/mengatur prilaku masyarakat dan
perlindungan ekonomi nasional

Menerapkan pengetahuan tentang pajak: tarif dan penghitungan pajak
(peminatan/kejuruan)

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa model

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses inklusi kesadaran pajak:

1.

2.

Model pembelajaran inkuiri

Model pembelajaran discovery

Model pembelajaran berbasis projek

Model pembelajaran berbasis permasalahan

Program inklusi kesadaran pajak mengharuskan seluruh instansi pendidikan

untuk menyusun kurikulum baru, dimana harus menetapkan kompetensi minimal

lulusan (capaian pembelajaran) yang berkaitan dengan kesadaran pajak seperti yang
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dijelaskan sebelumnya, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga Perguruan Tinggi
(PT). Setelah itu, dibuatlah kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI/KD) dengan
penambahan/penekanan kesadaran pajak yang harus dimiliki setiap peserta didik.
Dengan begitu, peserta didik akan memiliki jiwa sadar pajak yang nantinya bisa
meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self assessment system
mengharuskan Wajib Pajak di Indonesia memahami fungsi perpajakan baik fungsi
budgeter dan regulerend, serta langkah-langkah dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan mereka, mulai dari mendaftar, menghitung, menyetor, sampai melapor.
Seperti yang tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, system perpajakan di Indonesia
memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta
memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan
dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan. Program inklusi kesadaran pajak
ini merupakan salah satu alat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat
terkait hal itu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya
pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak akan berarti dalam membangun
kesadaran wajib pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap system
perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui program
inklusi kesadaran pajak, dimana peserta didik serta pengajar diharuskan memahami
dan menguasai capaian pembelajaran, akan menjadikan mereka paham akan
pentingnya pajak, serta langkah-langkah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan,

karena muatan perpajakan akan diterima dan diajarkan secara berkelanjutan.
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Sehingga pemahaman perpajakan akan tertanam dan jika paham, masyarakat akan
patuh terhadap peraturan perpajakan, dimana dalam kenyataannya, masyarakat
tidak suka membayar pajak disebabkan tidak pernah tau wujud konkret imbalan
dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal tersebut bisa teratasi
melalui edukasi perpajakan dalam pendidikan yang memberikan pengetahuan
kepada peserta didik tentang alokasi uang pajak seperti yang dijelaskan dalam buku
ajar yang digunakan.

Meskipun program inklusi kesadaran pajak ini sudah dicanangkan dari
kurang lebih 3-4 tahun lalu, namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak,
jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun
2019 sebanyak 13,37 juta. Jumlah tersebut hanya mencapai 72,9% dari total WP
yang wajib SPT sebanyak 18,33%. Performa ini berada di bawah target 80%. Jika
diperinci, realisasi kepatuhan formal WP Badan hanya mencapai 65,28%.
Sementara, kepatuhan WP Orang Pribadi (OP) karyawan dan nonkaryawan masing-
masing sebesar 73,2% dan 75,31%. Sedangkan untuk tahun 2020, penyampaian
SPT Wajib Pajak mengalami penurunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan per tanggal 1 Mei 2020
tercatat hanya sebanyak 10,98 juta SPT (news.ddtc.co.id).

Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh program inklusi kesadaran pajak
yang tidak sukses, karena program ini memiliki memang belum berjalan secara
menyeluruh, dimana menurut roadmap program inklusi kesadaran pajak, tahun
2014-2030 adalah masa edukasi, dimana kesadaran pajak dibelajarkan kepada

peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Salah satu penyebab
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penurunan realisasi penyampaian SPT Tahunan adalah dampak dari penyebaran
pandemic Corona Virus Desease 2019 (Covid 19). Hal ini bisa dilihat dari
kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh DJP dengan memberikan
sejumlah relaksasi kepada Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh,

seperti masa jatuh tempo yang menjadi 30 April 2020.



5.1

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Program Inklusi

Kesadaran Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi” dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

Program inklusi kesadaran pajak merupakan program pemerintah yang
diperuntukkan untuk seluruh tingkat instansi pendidikan, mulai dari Sekolah
Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat, dan Perguruan Tinggi, baik negeri maupun
swasta. Namun, berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti di Kota Malang
belum ada satu sekolah yang sedang melaksanakan program tersebut, dan satu
Perguruan Tinggi yang melaksanakan inklusi kesadaran pajak adalah
Universitas Islam Malang.

Universitas Islam Malang (UNISMA) menyelenggarakan program inklusi
kesadaran pajak mulai tahun 2018, bertepatan dengan pengesahan Tax Center
UNISMA, sekaligus menandatangani kontrak kerjasama dengan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Timur Il untuk melaksanakan
program inklusi kesadaran pajak.

Pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak di UNISMA dimulai dari mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dengan menggunakan buku ajar dari DJP
“Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi”. Dalam buku

tersebut terdapat 11 bab yang diajarkan dalam waktu satu semester. Masing-
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masing bab memiliki capaian pembelajaran yang diwujudkan melalui prosedur
saintifik/berbasis keilmuan yang disesuaikan. Kemudian di semester
berikutnya, inklusi kesadaran pajak dimasukkan dalam MKWU Bahasa
Indonesia dengan menggunakan buku ajar “Bahasa Indonesia untuk Perguruan
Tinggi” dari DJP. Terdapat muatan pengetahuan perpajakan yang disisipkan di
setiap bab pada buku tersebut, yang berupa contoh teks maupun penugasan.
Menurut persepsi guru pengampu ilmu sosial di SDN Klampisan 2 Kediri,
SMPN 3 Malang, dan SMAN 4 Malang, program ini merupakan program yang
bagus dan inovatif dalam meningkatkan kesadaran perpajakan warga negara
Indonesia, karena kesadaran membayar pajak harus ditanamkan mulai dari usia
sekolah. Belum ada kendala jika program dilaksanakan di setiap tingkat
sekolah, selain itu program ini didukung dengan adanya materi perpajakan
yang sudah ada khususnya di tingkat SMP dan SMA. Perlu diadakan seminar
atau pelatihan untuk para guru pengampu mata pelajaran yang disisipi muatan
perpajakan, seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan,
Matematika, dan Agama.
Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti untuk Direktorat Jenderal Pajak,

Instansi Sekolah dan Perguruan Tinggi, serta peneliti selanjutnya yaitu sebagai

berikut:

1.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya lebih aktif dalam memberikan sosialasi
terkait program inklusi kesadaran pajak, baik di sekolah dan perguruan tinggi,

tidak hanya dalam bentuk pajak bertutur, namun juga terkait program
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memasukkan muatan perpajakan ke dalam mata pelajaran di sekolah dan mata
kuliah di perguruan tinggi. Karena masih banyak instansi yang belum
mengetahui tentang program ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya mengadakan pendampingan serta
controling secara rutin kepada instansi pendidikan yang sedang melaksanakan
program inklusi kesadaran pajak, baik ketika perencanaan maupun pelaksanaan
pembelajaran, agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program.
Pendampingan bisa berupa melihat proses pembelajaran langsung ke tiap-tiap
kelas.

Instansi pendidikan baik SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi supaya lebih
proaktif terhadap setiap program pemerintah yang berkaitan dengan instansi,
khususnya program inklusi kesadaran pajak, dengan mengajukan diri untuk
turut melaksanakan program tersebut, serta membekali guru maupun dosen
terlebih dahulu dengan pengetahuan perpajakan agar proses pembelajaran bisa
berjalan dengan lancar.

Saran untuk penelitian selanjutnya supaya menambah subjek penelitian berupa
sekolah atau perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang dirasa sulit untuk
melaksanakan program inklusi kesadaran pajak, bisa karena terkendala lokasi,
fasilitas, atau sumber daya manusia. Hal ini bertujuan agar menjadi bahan
pertimbangan dan evaluasi dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran
pajak. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya melaksanakan penelitian
dengan periode waktu yang lebih lama agar penelitian dapat lebih mendalam

dan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih maskimal.
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